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ABSTRAK 

Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Kehutanan Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Barat 

Budianto 
(budhiforester@gmail.com) 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara 
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu yang menjadi instrumen 
penelitian adalah panduan wawancara yang diharapkan dapat melengkapi data 
yang dibutuhkan untuk menganalisis evaluasi kinerja aparatur serta mengetahui 
faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur. 
Subyek penelitian adalah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. 
Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
dengan melakukan wawancara kepada narasumber dengan menggunakan panduan 
wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen yang 
berhubungan dengan evaluasi kinetja aparatur serta mengetahui faktor yang 
mempengaruhi kinetja Aparatur Sipil Negara. Data dianalisis dengan 
menggunakan anal isis data kualitatif. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa cvaluasi kinetja aparatur pada Dinas 
Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan parameter kesetiaan, 
prestasi ketja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, ketjasama dan kepemimpinan 
menunjukkan bahwa pelaksanaan kinetja belum sepenuhnya optimal khususnya 
pada pegawai-pegawai yang peralihan dari Kabupaten ke Provinsi dan faktor­
faktor yang mempengaruhi kinetja yaitu faktor kompetensi individu dimana 
kemampuan, keterampilan, pengalaman ketja serta motivasi. Faktor kedua yaitu 
factor dukungan organisasi dimana sumberdaya, fasilitas, sarana dan prasarana 
serta pemberian tambahan penghasilan merupakan faktor yang mempengaruhi 
kinetja aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. 

Kata Kunci : Evaluasi, Kinelja dan Aparatur Sipil Negara 
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ABSTRACT 

Performance Evaluation of State Civil Service of the Government Forest 
Service West Sulawesi Province 

Budianto 
(budhiforester@gmail.com) 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

This study was conducted to determine the performance evaluation of the State 
Civil Setvice Apparatus of the Department of Forestry of West Sulawesi Province 
and the factors affecting the performance of the Civil State Apparatus of the 
Forestry Service of the Province of West Sulawesi 
This research is a qualitative research, therefore the research instrument is an 
interview guide that is expected to complete the data needed to analyze the 
apparatus perfonnance evaluation as well as know the factors that affect the 
performance of the apparatus. 
The subject of this research is the staff of the Forestry Setvice of West Sulawesi 
Province. The data source consists of primary data and secondary data. Primary 
data was obtained by intetviewing the resource persons using interview guides, 
while secondary data were obtained from literature and documents related to 
apparatus performance evaluatiOn and also to know the factors influencing the 
performance of Civil State Apparatus. Data were analyzed using qualitative data 
analysis. 
The result of data analysis shows that evaluation of apparatus performance at 
West Sulawesi Provincial Forestry Office using loyalty parameter, work 
performance, responsibility, obedience, honesty, cooperation and leadership 
shows that performance implementation is not yet fully optimal, especially for 
employees who transition from Kabupaten to Province and the factors that 
influence the performance of individual competence factors where ability, skills, 
work experience and motivation. The second factor is the organizational support 
factor where the resources, facilities, facilities and inffastructure as well as the 
additional income is a factor affecting the performance of the apparatus at the 
Forestry Service of West Sulawesi Province. 

Keywords: Evaluation, Perfonnance and State Civil Apparatus 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objck Penelitian 

Pada bah ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 

memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang akan 

dikemukakan dalam bah ini terdiri dari keadaan gcografis, keadaan demografi, dan 

batas-batas wilayah di Provinsi Sulawesi Barat. 

l. Keadaan Geografis. 

a. Letak Wilayah 

Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan potensi kawasan 

strategis sebagai pengembangan dari provinsi yang ada di Sulawesi, yang terletak 

antara 0°12'-3°38' Lintang Selatan dan 118°43'15"-119°54'3" Bujur Timur. 

Batas-batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara bcrbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. 

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. 

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. 

4) Sebelah Barat bcrbatasan dengan Selat Makassar 

Secara gcografis, wilayah Provinsi Sulawesi Barat bcrada pada posisi yang 

sangat strategis, terletak di jantung Negara Kesatuan Republik Indonesia, berada 

pada posisi antara Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan 

Timur, serta berhadapan langsung dengan Alur Lintas Kepulauan Indonesia 

(Selat Makassar). Posisi ini akan sangat rnenguntungkan bagi pengernbangan 

daerah dalam bidang ekonomi dan sosial ke depan. 
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Selain aliran sungai, di Sulawesi Barat terdapat 193 gugusan pegunungan. 

Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 meter 

diatas pennukaan taut yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju. 

b. Luas Wilayab 

Mengenai luas wilayah perkabupaten, dengan persentase dapat dilihat pada 

Tabel4.l berikut ini: 

Tabe14. I. 
Luas Wilayah pada Masing-masing Kabuapten di Provinsi Sulawesi Barat 

--
No. Kabupaten Luas (Km') Prosentase 

I. Majene 947,84 5,65 

2. Polewali Mandar 1.775,65 10,58 i 

3. Mamasa 3.005,88 17,91 

4. Mamuju 4.999,69 29,78 

5. Mamuju Utara 3.043,75 18,13 

6. Mamuju Tengah 3.014,37 17,96 
-- --- -· -

Jumlah 16.787,18 100,00 

... 
Sumber: BPS, Provms1 Sulawet Barat Dalam Angka, 2017 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa luas wilayah Provinsi Sulawesi 

Barat seluas 16.787,18 Km1 , yang terluas wilayahnya adalah Kabupaten Mamuju 

seluas 4.999,69 Km~ dengan persentase 29,78, selanjutnya Kabupaten Mamuju 

Utara (3.043,75) dengan persentase 18,13 sedangkan yang terkecil adalah 

Kabupaten Majene seluas 947,84 Ha dengan persentase 5,65 dari luas wilayah 

Provinsi Sulawesi Barat 

2. Keadaan Alam dan Iklim. 

a. Jenis Tanah. 

43569.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43 

Berdasar data geologi Provinsi Sulawesi Barat, jenis tanah di daerah ini dapat 

digolongkan 5 (lima) jenis, yakni tanah Alluvial, Regosol, Andosol dan tanah 

Mediteran. Sedang untuk kandungan geologi di Provinsi Sulawesi Barat secara 

garis besamya dibagi menjadi 2 (dua), yakni kelompok bahan galian konstruksi 

dan kelompok galian industri. 

a. lklim 

Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 suhu udara di Sulawesi Barat berkisar 

antara 23,50 °C hingga 36,70 °C dengan rata-rata suhu udara sekitar 28,20 °C, 

Sedangkan kelembapan udara dalam setahun berkisar antara 71 persen sampai 

dengan 87 persen. Pada tahun 20 I 6, Sulawesi Barat memiliki jumlah hari hujan 

tertinggi teijadi di bulan Juni dan Desember yaitu 22 hari hujan dan terendah 

pada bulan Agustus yaitu 7 hari hujan. 

Secara klimatologis Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki perbedaan 

dengan daerah lain di Indonesia yaitu hanya dikenal dua musirn, yaitu musim 

kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin 

bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga 

mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai 

dengan Maret arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus dari Asia 

dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. 

3. Keadaan Demografi 

Adapun Keadaan Demografi Provinsi Sulawesi Barat akan diuraikan Sebagai 

berikut: 
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a. Kependudukan . 

Berdasarkan basil Sensus Penduduk Provinsi Sulawesi Barat selama lima 

tahun terakhir mengalami pertwnbuhan yang pesat Jumlah penduduk Sulawesi 

Barat pada Tahun 2015 sebesar 1.282.160 jiwa sedangkan tahun 2016 betjumlah 

1.306.480 jiwa. Hal ini Dapat dilihat untuk dua tahun terakhir naik sebesar 

24.320 jiwa atau sebesar 1,90 %. Bertambahnya jumlah penduduk Jumlah 

penduduk terbesar tahun 2016 terdapat di dua Kabupaten yaitu Kabupaten 

Polewali Mandar 427.480 Jiwa dengan laju pertumbuhan per tahun sebesar 1,11 

% dan Kabupaten Mamuju dengan penduduk sebesar 272.260 jiwa dengan laju 

pertumbuhan per tahun sebesar 2,43%. 

Tabe14. 2. 
Jumlah Penduduk pada Mas1ng-masing Kabuapten di Provinsi Sulawesi Barat 

-

Jwnlah Penduduk (ribu) 
Laju Pertumbuhan 

No Kabupaten Penduduk per Tahun (%) 
--·-- . ---

2010 2015 2016 2010-2016 2015-2016 
-

I Majene 151, II 163,90 166,40 1,60 1,53 

2 Polcwali Mandar 396,12 422,79 427,48 1,26 I, I I 

3 Mamasa 140,08 151,83 t54,93 1,67 2,04 

4 Mamuju 231,32 265,80 272,26 2,71 2,43 

5 Mamuju Utara 134,37 156,46 161,03 3,02 2,92 

6 MrunuJu Tengah 105,65 121,38 124,38 2,72 2,47 
- --

Sulawesi Barat 1.158,65 1,282,t6 1,306,48 1,99 I ,90 
.---- _l___ --

Sumber: Sensus Penduduk 2010, 2015-2016 Proyekst Penduduk Indonesta 2010-
2035 2010: Population Census 2010, 2015-2016 Indonesia Population 
Projection 20 I 0-2035. 
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Gambar 4.1. 

Gratik persentase Jumlah Penduduk 2010-2016 

b. Visi dan Misi 

• No 2010 

• No 2015 

~r1 No 2016 
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Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 ~ 2022 malca Visi 

Gubernur dan Wakil Gubemur adalah : "SULAWESI BARAT MAJU DAN 

MALAQBI" 

Dengan Misi : 

I. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan 

Berbudaya; 

2. Mcwujudkan Pcmerintahan yang bcrsih, Modern dan Terpercaya; 

3. Membangun dan Menguatkan Konektivitas antar Wilayah Berbasis 

Unggulan Strategis; 

4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang lnovatif dan Berdaya Saing 

Tmggt; 

5. Mengarustamakan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan 
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Berdasarkan pada visi dan misi tersebut di atas, maka Dinas Kehutanan akan 

mendukung sepenuhnya pencapaian visl gubernur dan wakil gubemur Tahun 

2017-2022 serta mendukung pelaksanaan misi tersebut di atas berdasarkan 

tupoksi Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Tupoksi Organisasi 

Perangkat Daerah yang ada maka Dinas Kehutanan akan mendukung 

pelaksanaan Misi ke 5 yaitu Mendorong Pengarustamaan Lingkungan Hidup 

untuk Pembangunan Berkelanjutan. Misi ini terkait dengan upaya pemanfaatan 

sumberdaya alam yang bijaksana dan kebijakan yang menjamin daya dukung 

lingkungan untuk melaksanakan pernbangunan yang berkelanjutan. Sedangkan 

visi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat yaitu: "Pengelolaan Hutan 

yang Lestari dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat" Makna dari visi 

tersebut adalah : 

1. Hutan Lestari : Berfungsi secara seimbang antara manfaat ekologi, sosial 

budaya dan ekonomi. 

2. Berkeadilan: Dinikmati oleh semua elemen masyarakat. 

3. Rakyat sejahtera : Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang adil di 

dalam, di sekitar hutan, maupun masyarakat pada umumnya. 

Adapun misi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu: 

l. Mewujudkan kelembagaan kehutanan yang mantap. 

2. Mewujudkan kawasan hutan yang mantap. 

3. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan laban. 

4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelQlaan hutan. 

5. Meningkatkan kesejahteraan melalui peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan hutan yang adail dan bertanggungJawab. 
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6. Meningkatkan pengelolaan basil hutan kayu dan non kayu yang transparan 

dan akuntabel. 

c. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi 

Struk:tur Organisasi adalah suatu garnbaran tentang hubungan kerja dalam 

rangka mencapai tujuan bersarna yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar 

pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting 

dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam 

hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya. 

Gambar. 4.2. 

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAl 
'f' ·"--. 

SEKRETARIS 

i r·--- ._. ______ ; ______ -- ------·· ),. - I 
! ; SUB BAGIAN UMUM DAN 

" ' ! KEI>EGAWAIAN . 
ilb' , .. ·,,.mdb ...... _! 

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN DAN - ..1 
~~~ PERUNOUNGAN HlTTAN 1 

DAN KSDAE l 

L -"<(:o<·-,,~·;,Lr·w··;\: ~-- ,_.,J 

BIDANG PENGELOLAAN 
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~ ~ SEKSI TATA GUNA 

· l HUTAN 

SEKSI PENGAMANAN H HUTAN 
SEKSI REHABIUTASI HUTAN 

DANLAHAN ,_....._ _ ___, 
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SEKSI 
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Sebagai implikasi dari UU Nomor 32 tahun 2004 yang telab digantikan oleh 

UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 41 tahun 2007, maka melalui 

Peraturan Daerab Nomor 7 tahun 2012 tanggal 29 November 2012 telah 

dibentuk organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, dengan susunan 

organisasi sesuai Peraturan Gubemur Nomor 46 Tahun 2016 sebagai berikut: 

(I) Kepala Din as; 

(2) Sekretariat; 

(a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 

(b) Sub Bagian Urn urn dan Kepegawaian. 

(3) Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan. 

(a) Seksi Tala Guna Hutan; 

(b) Seksi Pemanfaatan Hutan; dan 

(c) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan. 

(4) Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE. 

(a) Seksi Pengarnanan Hutan; 

(b) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Laban; dan 

(c) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 

(5) Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial. 

(a) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Laban; 

(b) Seksi Pengelolaan DAS; dan 

(c) Seksi Penyuluhan dan Perhutanan Sosial. 

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lariang. 

(a) Subbag Tata Usaba; 

(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan~ 
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(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. 

(7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Sarudu. 

(a) Subbag Tata Usaba; 

(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan; 

(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. 

(8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasangkayu. 

(a) Subbag Tata Usaha; 

(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan; 

(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. 

(9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Budong-budong. 

(a) Subbag Tata Usaha; 

(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan; 

(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. 

( 1 0) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Karossa. 

(a) Subbag Tata Usaha; 

(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan; 

(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. 

(II) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Karama. 

(a) Subbag Tata Usaha; 

(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Rutan; 

(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. 
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(12) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Bonehau 

Kalurnpang. 

(a) Subbag Tata Usaba; 
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(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan; 

(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. 

(13) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda. 

(a) Subbag Tala Usaba; 

(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan; 

(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. 

(14) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Mapilli. 

(a) Subbag Tala Usaha; 

(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan; 

(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. 
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(15) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah. 

(a) Subbag Tata Usaha; 

(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan; 

(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. 

( 16) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Timur. 

(a) Subbag Tala Usaha; 

(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hulan; 

(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pembcrdayaan Masyarakat. 

( 17) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Marnasa Barat. 

(a) Subbag Tala Usaha; 

(b) Subbag Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan; 

(c) Subbag Perlindungan, KSDAE dan Pemherdayaan Masyarakat. 

( 18) Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Adapun Rincian Togas dan Fungsi organisasi dan tata Kerja Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Barat adalah: 

c) Dinas. 

( 1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pernerintahan 

daerah di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 

(2) Dalam rnelaksanakan tugas pokok, Dinas kehutanan mempunyai fungsi: 

( 1) menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan teknis lingkup 

kehutanan mencakup bidang planologi kehutanan, bina usaha 

kehutanan, bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan 

sosial serta perlindungan hutan dan konsetvasi alam; 

(2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang kehutanan; 

(3) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi 

dan bimbingan di bidang kehutanan; 

( 4) Menyelenggarakan kesekretariatan dinas; 

(5) Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD. 

d) Kepala Dinas. 

(I) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan umum 

bidang kehutanan dan mengkoordinasikan dan membina UPTD_ 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungst: 

(3) Menyelenggaraan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kehutanan 

sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur; 
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( 4) Penyelenggaraan penyusunan program dan rencana kegiatan, pelaksanaan 

fasilitast, monitoring evaluasi dan Pelaporan Dinas; 

(5) Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam 

pelaksanaan kegiatan dinas; 

(6) penyelenggaraan koordinasi dan keijasarna dalam nmgka tugas pokok dan 

fungsi Dinas; 

(7) penyelenggaraan pengendalian kewenangan dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan, dan kewenangan kabupaten I kota yang dikerjasamakan atau 

yang diserahkan ke provinsi sesuai dengan peraturan perundang­

undangan; 

(8) penyelenggaraan pembinaan urusan kesekretariatan ; 

(9) penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD. 

e) Sekretariat. 

(I) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas 

pokok menyelenggarakan pelayanan administratif: merencanakan, 

memantau, mengendalikan dan mengevaluasi yang meliputi bidang 

perencanaan dan keuangan serta urn urn dan kepegawaian. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi : 

(a) Perumusan kebijakan urn urn administrasi kepegawa~an, administrasi 

keuangan, perencanaan dan teknologi mfonnasi dan urusan rumah 

tangga dinas; 

(b) Perencanaan dan pelaksanaan programlkegiatan administrasi 

kepegawaian, administras1 keuangan, perencanaan program, teknologi 

informasi dan urusan rumah tangga dinas; 
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(c) Pengkoordinasian fungsi administrasi kepegawaian, keuangan, 

perencanaan program, teknologi informasi dan urusan rumah tangga 

dmas; 

(d) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian administrasi kepegawaian, 

keuangan, perencanaan program, teknologi informasi dan urusan 

rurnah tangga dinas; 

(e) Pelaksanakan tugas Jain yang diberikan oleh pimpinan. 

f. Sekretariat terdiri dari : 

( l) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 

(b) Sub bagian Umum dan Kepegawaian. 

g) Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan. 

( 1) Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, 

koordinasi, dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tata Guna 

dan Pemanfaatan Hutan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan 

Hutan mempunyai fungsi: 

( 1) Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Umum dibidang tala guna dan 

pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan; 

(2) Pelaksanaan koordinasi dibidang tata guna, pemanfaatan hutan dan 

penatausahaan hasil hutan; 

(3) Pemantauan dan evaluasi dibidang tata guna dan pemanfaatan hutan, 

dan penatausahaan hasil hutan; dan 

(4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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h) Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan terdiri dari: 

( l) Seksi Tala Guna Hutan; 

(2) Seksi Pemanfaatan Hutan; 

(3) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan. 

i) Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE 
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(I) Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE dipimpin oleh seorang kepala 

bidang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, 

koordinasi, dan konsultasi dalam rangka Perlindungan Hutan dan 

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistern. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perhndungan Hutan dan 

KSDAE mempunyai fungsi : 

(a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pengamanan 

hutan, pengenda1ian kebakaran hutan dan lahan, dan konservasi 

somber daya alam dan ekosistem; 

(b) Pelak:sanaan koordinasi dibidang pengamanan hutan, pengendalian 

kebak:aran hutan dan laban dan konservasi sumber daya alam dan 

ekosistem~ 

(c) Pemantauan dan evaluasi dibidang pengamanan hutan, pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan, dan konsetvasi sumber daya alam dan 

ekosistem~ dan 

(d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

j) Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE terdiri dari : 

( 1) Seksi Pengamanan Hutan~ 

(2) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan 
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2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 

yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk. 

4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5) Jumlah tenaga jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisa beban 

kerja 

d. Sumberdaya Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat memiliki pegawai 

sebanyak 280 orang yang tersebar pada berbagai golongan, tingkat pendidikan 

danjabatan struktural. 

Adapun sebaran pegawai dirinci menurut pangkat/golongan dan tingkat 

pendidikan disajikan pada Tabe1 4.3 dan Tabe14.4 

Tabe14.3. 

Keadaan Pcgawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 
Menurut Tingkat Pcndidikan 

-

SKPD/Unit Kerja 
Pendidikan yang Ditamatkan 

SMP SLTA D1 sd D3 D4/S1 S2 
I 2 3 4 5 6 

~--- -

Dinas Kehutanan 3 128 6 128 15 

Jum1ah 3 128 6 128 15 
- ~-- -

Surnber: Data Kepegawaian Dinas Kehutanan Prov. Sulbar Tahun 2017 

Jum1ah 

7 

280 

280 
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Tabel 4.4. 

Banyaknya PNS pada Dinas Kehutanan Provmsi Sulawesi Barat 
Dirinci menurut Golongan, Tahun 2017 

SKPD/Unit Kerja 
Go Iongan 

Jumlah - ---- - . 
I II Ill IV 

··-
I 2 3 4 5 6 

---- -- . --

Dinas Kehutanan 3 79 180 18 280 
Jumlah 3 79 180 18 280 

-
Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kehutanan Prov. Sulbar Tahun 2017 
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Berdasarkan Tabel 4.3 dan 4.4 terlihat bahwa tingkat pendidikan pegawai pada 

Dinas Kehutanan tersebar antara SMP hingga S2. Dominasi pendidikan berada pada 

tingkat SMA dengan jumlah 128 orang atau 45,71% dan Diplorna!SI denganjumlah 

128 orang atau 45,71% sedangkanjumlah terendah berada pada tingkat SMP dengan 

jumlah 3 orang atau I ,07 %. Hal ini menunjukkan bahwa dihhat dari segi jumlah 

pegawai, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dipandang cukup memadai 

namun dari segi kompetensi belum cukup memadai dalam mengemban tugas 

organisasi, mengingat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan UU 

nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 tahun 2016 seluruh urusan untuk sektor 

kehutanan di kabupaten kecuali Taman Hutan Raya menjadi kewenangan dari 

Provinsi dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi dan dituntut untuk mampu 

melakukan berbagai bentuk pengurusan hutan secara optimal serta mampu menjawab 

berbagai permasalahan hutan dan kehutanan yang kmn meningkat Dalam hal ini 

masih sangat membutuhkan Aparatur Sipil Negara Polisi Kehutanan dan Penyuluh 

Kehutanan. Namun kompetensi yang bagus tapi sedikit belwn bisa menjadi ukuran 

keberhasilan pelaksanaan pembangunan di sektor kehutanan. 

Pembangunan kehutanan Sulawesi Barat Juga dipengaruhi oleh pol a pengambilan 

keputusan secara birokratif. Pejabat struktural baik pada level eselon IV dan eselon 
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III sangat menentukan jenis pengambilan keputusan yang ditentukan secara 

berjenjang oleh Kepala Dinas Kehutanan. Oleh karena itu, kompetensi, pengalaman 

dan pengetahuan pejabat struktural sangat mendukung ketepatan pengurusan hutan di 

Sulawesi Barat. Adapun kondisi pegawai berdasarkan jabatan dan golongan pacta 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat disajikan pacta Tabel 4.5. 

Tabel.4.5 

Keadaan Pcgawai Berdasarkan Jabatan dan Go Iongan Pada 
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 

.. -- . -----

SKPD/Unit Kerja 
Golongan 

Jumlah 1---- --

IV Ill 

(I) (2) (3) ( 4) 

Eselon II I - I 
. ---- - --

Eselon Ill 9 7 16 
- --- --

Eselon IV I 17 18 

Jumlah II 24 35 

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kehutanan Prov. Sulbar Tahun 2017 

e. Sarana dan Prasarana 

Dalarn pelaksanaan tugasnya, petugas mernbutuhkan berbagai fasilitas berupa 

sarana dan prasarana kantor yang memadai. Keberadaan fasilitas tersebut adalah 

untuk menunjang pencapaian kinerja pegawai. Sarana dan Prasarana yang 

dimiliki oleh Dinas Kehutanan meliputi kendaraan operasional, serta alat kantor 

dan rumah tangga. Hingga Tahun 2016, Dinas Kehutanan memiliki kendaraan 

operasional dinas roda (empat) sebanyak 9 unit dan kendaraan operasional (roda 

2) sebanyak 19 unit. Disamping itu, terdapat alat kantor dan rumah tangga 

dalam berbagai jenis dan t1pe, tennasuk di dalamnya 38 unit komputer dan 

laptop, untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada Tabe14.6 sebagai berikut: 
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Tabel.4.6 

Banyaknya Sarana dan Prasarana pada Dinas Kehutanan 
Provinsi Sulawesi Barat 

·-

PC/ 
Mesin 

SKPD/Unit Kerja Mobil Motor Tik/Foto-
Laptop 

copy 
··- --

(I) (2) (3) (4) (5) 
Dinas Kehutanan 9 19 38 8 

- -· -- --
Jumlah 9 19 38 8 

-~-- --
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Telpon/F 

"" 
(6) 

2 

2 
---

' Sumber . Data Kepcgawatan Dmas Kehutanan Provms1 Sui bar Tahun 2017 

II. Hasil 

l. Evaluasi Kinerja Aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 

Sebagaimana telah disebutkan pada bah sebelurnnya bahwa kinerja itu adalah 

bentuk atau capaian yang akan dan telah dilakukan oleh pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan tupoksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. 

Berikut basil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis sebagai berikut 

a. Kesetiaan 

Kesetiaan yang dimaksud adalah tekad dan kesanggupan mentaati, 

melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran 

dan tanggung jawab. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang pegawai Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat berikut ini: 

'' ... saya menyadari bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini membutuhkan 
kesetiaan untuk terus melakukan dan mengikuti peraturan untuk 
mengamalkan setiap item pekerjaan saya dalam hal apapun itu karena ini 
waj ib say a lakukan." ( wawancara dengan RT, Desember 20 17). 

Senada dengan hal tersebut disampaikan pula oleh salah seorang infonnan 

yang berinsial RHT, mengatakan sebagai berikut: 

". kami tidak riskan dengan pekerjaan kami karena ini adalah bentuk 
tugas dari atasan yang harus kami taati dan laksanakan. Sehingga setiap kah 
diberikan tugas untuk menyelesaikan setiap pekerjaan maka kami lakukan 
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karena itu bentuk kesetiaan kami pada pekerjaan dan juga bentuk tanggung 
jawab kami terhadap pekerjaan." (wawancara RHT, Desember 2017). 

Selanjutnya dipertegas oleh informan lain yang berinsial NM, yang 

mengatakan bahwa: 

" ... kalau dibilang pimpinan maka saya langsung bergerak karena kami 
ikhlas untuk kepentingan semua orang yaitu melayani urusan asset, sarana 
dan prasarana kantor dan ini saya lakukan karena tugas dan tanggung jawab 
saya sebagai pegawai." (wawancara NM, Desember 2017). 

Dari wawancara diatas memang sangat diperlukan kemampuan pegawa1 

untuk selalu setia dalam pekerjaannya karena ini untuk kepentingan publik bukan 

kepentingan golongan. Hal tesebut diutarakan juga oleh Sekretaris Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat (SK) yang menyampaikan sebagai berikut: 

" ... pegawai kami yang tergabung dalam bidang sekretariat sudah 
melakukan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Apapun yang 
menjadi acuan dan standar pekerjaan mereka mak:a dengan penuh keikhlasan 
maka mereka langsung kerjakan, dan kami memantau terus dari hasil 
pekerjaan yang mereka lakukan." (wawancara SK, Desember 2017). 

Pekerjaan sebagai pegawai kehutanan membutuhkan kemampuan dan 

kesanggupan dalam melakoninya sehari-hari karena jenis pekerjaan yang 

berbeda-beda. Kemudian harus dibuktikan dengan sikap dan perilaku pegawai 

yang bersangkutan dalam kegiatan sehari-hari serta dalam melaksanaan tugas dan 

pckcrjaan yang diberikan kcpadanya. Kesctiaan pegawai terhadap pekerjaan 

sangat berhubungan dengan pengabdiannya. Pengabdian yang dimaksud adalah 

sumbangan pikiran dan tenaga dalam melaksanakan tugas masing-masing dengan 

mengutamakan kepentingan publik. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala 

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian (ARS) yang menyampaikan sebagai 

berikut: 

" ... pada prinsipnya bidang sekertariatan menilai kinerja pegawai, dimana 
masing-masing bagian/seksi mempunyai tugas pokok dan fungsinya. Dimana 
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seksi yang tabu persis teknis bawahannya baik itu dalam menjalankan tugas 
dikantor maupun pada saat turon kelapangan. Untuk dibagian umum dan 
kepegawaian dalam melayani pegawai baik itu dalam kenaikan pangkat, data 
base pegawai, pemeliharaan peralatan dan kendaraan yang kondisinya baik 
dan rusak. Lebihjelasnya ditupoksi masing-masing seksi." (wawancara ARS, 
Desember 2017). 

Pemyataan yang sama disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan ( JP) sebagai berikut : 

" ... kemampuan pegawai kami sangat mampu dalam melakukan 
pekerjaannya apalagi dengan sarona dan prasarana yang kami miliki maka 
seharusnya mereka memang siap untuk mengetjakan pekerjaannya dengan 
penuh rasa tanggung jawab. Permasalahannya jumlah personil contohnya di 
keuangan sangat terbatas dibanding dengan jumlah pekerjaan yang banyak 
dengan bertambahnya jwnlah UPTD baru terkait dengan peralihan dari 
Kabupaten" (wawancara JP, Desember 2017). 

b. Prestasi kerja 

Prestasi kerja adalah basil ketja yang telah dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pengukuran kinerja 

menurut Heidrajman Dan Suad Husnan (2000:124) indikatornya adalah antara 

lain kuantitas ketja, kualitas kerja, hubungan ketja, kepemimpinan, kehati-hatmn, 

pengetahuan, kerajinan, kesetiaan, keandalan ketja, dan inisiatif 

Berikut basil wawancara dengan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Barat berikut ini : 

" ... selama bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat sebagai 
staf di keuangan, maka apa yang menjadi uraJan tugas saya selalu saya 
kerjakan dengan penga]aman yang saya lakukan selama ini. Alhamdulillah 
semua beljalan dengan baik walaupuin terkadang juga terdapat kendala, 
harnbatan dan keterlambatan dalam penyajian pertanggungjawaban keuangan 
narnun tetap saya selesaikan dan menjadi pengalaman saya berikutnya untuk 
lebih baik lagi." (wawancara SW, Desember 2017). 

Hal yang sama disarnpaikan oleh staf keuangan Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Barat berinisial AS dan ABT sebagai berikut : 
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..... pekeijaan sebagai pembantu bendahara susah-susah gampang namun 
dengan pengalaman beketja kurang lebih sepuluh tahun maka saya dengan 
keterampilan yang saya miliki dapat mengerjakan pekerjaan ini dengan baik 
terkait berkas pertanggungjawaban keuangan baik itu dari bidang dikantor 
maupun dari UPTD KPH." (wawancara AS, Desember 20 17). 

'" ... saya menikmati pekerjaan ini selama delapan tahun tentu banyak suka 
dukanya namun tetap saya bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa 
tanggung jawab, selain itu kecakapan untuk melakukan pekeijaan ini sangat 
dibutuhkan terutama menyusun gaji pegawai serta pertanggungjawaban pada 
setiap bidang dan UPTD." (wawancara ABT, Desember 2017). 

Melihat peketjaan sebagai pegawai kehutanan, maka memang tanggung 

jawab untuk memonitor basil pekerjaan para pegawai selalu diutamakan 

sebagaimana yang disampaikan o]eh Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Barat (SK) yang menyampaikan sebagai berikut : 

'" ... penilaian kinerja Staf PNS Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 
menurut absensi (kehadiran) dan SKP (Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil). 
Penilaian menurut absensi, apabila kehadiran kurang dari 100%, maka 
danaluang kinerja dipotong/dikurangi menurut persentase kehadiran. PNS 
yang hadir diatas jam 12 siang maka dinyatakan alpaltidak hadir. karena 
setiap bulan pegawai mendapat uang kinerja, di luar gaji pokok. jangan 
merugikan negara." (wawancara SK, Desember 2017). 

Hal yang sama dikemuk.akan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat ( ARS) sebagai berikut : 

" ... mekanisme dalam penilaian SKP yang menilai kinerja pegawat yaitu 
atasan langsung. Staf dinilai langsung oleh masing-masing kepala seksi dan 
diketahui oleh kepaJa bidang, kepala seksi dinilai langsung oleh kepala 
bidang dan diketahui kepala Dinas, Kepala Ridang dmilai langsung olch 
kepala dinas dan dan ketahui oleh sekertaris daerah." (wawancara ARS, 
Desember 20 17) 

Dernikian pula yang disampaikan oleh Kepala UPTD KPH Karama yang 

berinisial PR : 

" ... penilaian kerja di UPTD KPH kami baik itu dari pegawai, penyuluh 
maupun polisi kehutanan selain berdasarkan absesi juga dinilai dari cara 
kerjanya, saya kadang meminta rnereka agar pekerjaan dilaksanakan sesuai 
dengan tupoksi masing-masing. namun untuk jabatan struktural eselon IV 
atau kepala seksi di UPTD KPH masih bersifat pelaksana tugas dan sampai 
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sekarang sudah setahun belum adanya pelantikan terkait pengisian jabatan 
tersebut sehingga sangat mempengaruhi kinerja pegawai. " (wawancara PR, 
Desember 20 17) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPTD KPH yang ada di 

Kabupaten mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah, maka dilakukan 

pengecekan di beberapa pegawai UPTD yang ada terkait proses baik itu masalah 

kepegawaian maupun masalah dengan proses keuangan. Salah seorang pegawai 

UPTD KPH Karama mengungkapkan : 

"._.terkait dengan tupoksi kami dibagian tata usaha UPTD KPH yang 
mengatur pengelolaan administrasi umwn, surat menyurat, melaksanakan 
pengumupalan bahan, penyusunan rencana kerja, rencana anggaran sampai 
dengan urusan pertanggungjawaban keuangan dikumpulkan berkas-berkas 
dan selanjutnya dibawah atau diteruskan ke kantor induk Dinas Kehutanan 
Provinsi Sulawesi Barat untuk diproses baik itu yang bersifat kepegawaian 
maupun bersifat keuangan." (wawancara WRN, Desember 2017) 

" ... kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis selalu kami koordinasikan 
dengan atasan langsung kami dan ditembuskan ke kantor induk Dinas 
Kehutanan Provinsi Sulawesi barat" (wawancara IJ, Desember 2017) 

Namun hal berbeda disampaikan oleh pegawai UPTD KPH Budong-budong : 

" ... urusan kepegawaian maupun keuangan di UPTD kami dengan 
mengumpulkan sernua berkas-berkas tcrkait pengurusan masalah 
kepegawaian maupun keuangan dengan cara mengirim atau membawa 
langsung ke kantor induk Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Barat untuk d:i 
proses, permasalahannya akses dari kantor kami ke kantor induk jauh jadi 
agak susah ketika ada berkas yang kurang atau yang mau diperbaiki seperti 
masalah keungan .. " (wawancara LL, Desernber 2017) 

c. Tanggungjawab 

Kesanggupan seorang tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan 

yang diserahkan kcpadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani 

memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang 

dilakukannya. llal tersebut diatas sama juga disampaikan oleh Sekretaris Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat (SK) sebagai berikut : 
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" ... hampir rata-rata penyelesaian tugas yang diberikan kepada pegawai 
kehutanan diselesaikan dalam waktu yang sebaik mungkin dan tepat waktu. 
Hal tersebut dapat dilihat dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Mekanisme 
dalam penilaian SKP yang menilai kinerja pegawai yaitu atasan langsung. 
Staf dinilai langsung oleh masing-masing kepala seksi dan diketahui oleh 
kepala bidang, kepala seksi dinilai langsung oleh kepala bidang dan diketahui 
kepala Dinas, Kepala Bidang dinilai langsung oleh kepala dinas dan diketahui 
oleh sekertaris daerah." ( wawancara SK, Desember 20 17) 

Hal yang sama disampaikan oleh KepaJa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Rarat (FHD) berikut ini : 

" ... bila dilihat dari tanggung jawab yang diemban olch pegawai kehutanan 
maka sangat jelas bahwa mereka bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab 
dan hampir sebagian besar menyelesaikan pekefJaan dalam tepat waktu, dan 
penilaian itu terlihat juga dari masing-rnasing seksi pimpinan langsung yang 
menilai yaitu kepala Bidang dan Kepala Dinas. Baik dari kinerja dan absensi 
(kehadiran). Pegawai Tidak Tetap (PTT) dinilai dari absensi (kehadiran), 
dimana petugas yang tidak full menjalani aktifitasnya tennasuk tanggung 
jawab pekerjaannya maka pegawai tersebut diberikan teguran secara lisan." 
( wawancara FHD, Desember 20 17) 

Pekerjaan sebagai pegawai kehutanan maupun pegawai di UPTD KPH 

memiliki tanggung jawab besar terhadap pengelolaan SDM maupun dalam 

pengelolaan hutan, kadang kala setiap pegawai bcrani melakukan pekerjaan yang 

mungkin berisiko bahkan ditengah rendahnya pemahaman masyarakat dalam 

menjaga kelstarian hutan. Hal ini memicu nya1i pegawai kehutanan maupun 

polisi kehutanan dilapangan untuk tetap menjalankan tugasnya dengan baik. 

Sebagaimana disampaikan oleh pegawai dan polisi kehutanan berikut ini : 

" ... saya harus menyelesaikan pekeTjaan ini dengan baik dan tepat waktu. 
Karena ini adalah tanggungjawab saya, sehingga apapun yang terjadi baik itu 
pelaksanaan tugas tupoksi maupun kekurangan dalam pelaporan maka saya 
tetap menjalank:an tugas sesuai ketentuan dan se1a1u berkoordinasi dengan 
atasan langsung terkait solusi atau masukan yang mungkin saya dapatkan." 
(wawancara TGH, Desember 2017). 

" ... saya tidak pemah membayangkan untuk bekerja sebagai polisi 
kehutanan. Karena saya yakin bahwa setiap pekeljaan yang diberikan kepada 
saya, maka saya harus bekerja dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab 
termasuk ketepatan waktu, selain itu masalah resiko di jalan dan berbagai 
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ancaman yang menghadapi kami daJam bekerja menjadi tersendiri untuk 
kami." (wawancara IWN, Desernber 2017). 

Menyelesaikan togas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan 

sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani mernikul resiko atas keputusan yang 

diambilnya atau tindakan yang dilakukannya adalah prasyarat bagi setiap 

pegawai kehutanan karena hal tersebut menjadi salah satu unsur peniJain kinerja 

setiap pegawai. Hal ini juga disampaikan oleh Kasubag Umum dan Kepcgawaian 

(ARS) sebagai berikut: 

"' ... selain penilaian kinerja pegawai kehutanan rnaupun yang ada di UPTD 
dinilai dati segi absensi, maka penilaian lain dari kineija pegawai adalah 
tanggung jawab dirnana PNS baik itu di Dinas Kehutanan maupun di UPTD 
KPH dalam melaksanakan tuJX>ksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Staf diberi tugas membantu kepala seksinya dalam melaksanakan tupoksinya. 
Staf seksi di SK kan oleh kepala Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Barat. 
Masing-masing staf melaporkan Ke Seksi bagaimana kondisi lapangan, 
kernudian laporan di teruskan ke Kepala bidang bidang atau Kepala UPTD, 
dan diteruskan ke kepala dinas sebagai laporan setiap bulan menjadi bahan 
evaluasi setiap tahunnya. « (wawancara ARS, Desember 2017). 

d. Ketaatan 

Kesanggupan seorang tenaga kerja untuk mentaati segala ketetapan, peraturan 

perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah 

kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak 

melanggar larangan yang telah ditetapkan perusahaan maupun pemerintah, baik 

secara tertulis maupun tidak tertul!s. Bila melihat pekerjaan yang dilakukan oleh 

setiap pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, maka sangat jelas 

terlihat bagaimana ketaatan mereka untuk melakukan peke.rjaan ini sesuai dengan 

tupoksi yang diberikan kepadanya. Hal tersebut diuugkapkan juga oleh (SK) 

Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut : 

" ... sasaran kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut UU ASN tentang 
pengukuran kinerja PNS meliputi kegiatan tugas jabatan dan tugas tambahan 
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dan kreativitas, dimana hasilnya meliputi orientasi pelayanan, integritas, 
komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Sedangkan berdasarkan 
SPK (surat petjanjian kerja) penilaian kineJja pegawai non pns atau pegawai 
!Idak tetap (PTT) menurut Absensi. Terdapat pula petugas kebersiban dan 
keamanan kantor yang masing-masing petugas mempunyai jadwal 
membersihkan dan menjaga kantor." (wawancara SK, Desember 2017). 

Mentaati perintah kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang, serta 

kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang telab ditetapkan perusabaan 

maupun pemerintah adalah salah rnakna dari ketaatan bagi setiap pegawai 

kehutanan. Hal ini juga diungkapkan oleh (Arsyad) Kasubag Urnum dan 

Kepegawaian berikut ini : 

..... walaupun belum ada regulasi tapi mengukur kinerja pegawai untuk 
sementara menggunakan absensi dan SKP (Sasaran Ketja Pegawai Negeri 
Sipil) sampai saat ini. Menurut UU ASN No. 5 tahun 2014 Pengukuran 
Kinerja PNS meliputi kegiatan tugas jabatan dan tugas tambahan dan 
kreativitas, dimana keluarannya meliputi Orientasi Pelayanan, Integritas, 
Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan. UU ASN belum 
sepenubnya dipakai di DLHK, tp masih mengacu PP 53 Tahun 2010 tentang 
kepegawaian. "(wawancara ARS, Desember 20 17). 

Bila dilihat dari cara pandang bagi para pegawai Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Barat selama ini, maka apa yang menjadi tolak ukur selama ini untuk 

mengukur kinetja pegawai telah diterapkan oleh sebagian besar pegawai selama 

mt. Hal tersebut dapat dilihat dari basil wawancara pegawai berikut ini : 

" ... saya sudah bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab pak, apalagi 
saya juga tahu aturan apabila saya tidak taat maka mungkin saya sudah 
diberikan berbagai macam hukuman. Karena itu saya sangat paham dengan 
aturan pekerjaan saya sclama ini sebagai pegawai kchutanan." (wawancara 
NM, Desember 20 17). 

Hal yang sama dikemukakan oleh pegawai kehutanan lainnya sebagai berikut : 

" ... kami sadar bahwa segala peraturan di kantor harus kami taati karena 
ini menyangkut sumpah kami untuk terus rnenegakkan aturan yang berlaku 
maka saya tidak mau melanggar apalagi tidak marnatuhi aturan di kantor saya 
bekerja."" (wawancara ARD, Desember 2017). 
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..... dlmana-mana setiap kantor mempunyai aturan dan tata cara dalam 
pekerjaan, maka setiap yang melanggar apalagi tidak mematuhi pekerjaannya 
maka wajar kalau diberikan hukwnan. Tapi Alhamdulillah selama saya 
bekerja di kantor ini tidak pernah melakukan kesalahan sebagaimana yang 
diatur dalam kantor kami pak." (wawancara RT, Desember 2017). 

e. Kejujuran 

Setiap pekerjaan selain dilihat dan dinilai oleh atasan, maka setiap pegawai 

juga merasakan yang sama apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan 

sepenuh hati dan sesuai dengan kejujuran atau mala sebaliknya justru 

membohongi kata hati bahwa pekerjaan itu sudah dilaksanakan padahal tidak 

melaksankannya. Hal ini disampaikan pula oleh ABT, AS dan ARD Staf Bagian 

Perencanaan dan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat berikut: 

" ... saya sangat yakin dengan pekeijaan saya, dengan apa yang saya 
lakukan selama ini, saya tidak pernah membohongi kepada atasan saya bahwa 
saya telah bekeija sesuai dengan tupoksi dan tidak berpura·pura." 
(wawancara ABT, Desember 2017). 

" ... malu pak kalo kami bekerja dengan ketidakjujuran, apalagi agama kami 
melarang untuk itu. Makanya saya tanamkan dalam hati semoga saya bekerja 
dengan ikhlas, senang hati dan nyaman agar apa yang saya kerjakan bemilai 
ibadah dan berkah buat keluarga saya." (wawancara AS, Desember 2017). 

" ... saya sadar bahwa pekeijaan sebagai staf bagian perencanaan dan 
keuangan bisa saja saya tidak lakukan, tapi itu tidak mungkin bagi saya, 
apalagi saya sudah digaji dan diberikan tambahan penghasilan sehingga saya 
harus mengerjakan semua kewajiban saya sebagai aparatur." (wawancara 
ARD, Desember 20 17). 

Kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan 

kepadanya adalah tanggung jawab bagi setiap PNS di Lingk:ungan Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, maka sebagai salah satu pucuk pimpinan 

senantiasa memberikan himbauan kepada seluruh pegawai untuk bekeija dengan 

kejujuran. Hal yang sama disampaikan oleh (JP) Kepala Sub Bagian Perencanaan 

dan Keuangan bcrikut ini . 
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" ... saya kira dalam setiap apel pagi dan disela-sela acara yang dihadiri 
bahkan dalam bentuk rapat-rapat evaluasi kegiatan maka kami senantiasa 
untuk menghimbau kepada mereka untuk beketja dengan rajin, taat, serta 
menanamkan kejujuran dalam hati dalam setiap beraktifitas di kantor dan 
diluar kantor. Itulah salah satu pesan moril kami kepada mereka." 
(wawancara JP, Desember 2017). 

f. Kerjasama 

Kemampuan seorang pegawai untuk bekeija sama dengan orang lain dalam 

mcnyelesaikan suatu tugas dan peketjaan yang telah ditetapkan, sehingga 

mencapai daya guna dan basil guna yang sebesar-besamya. Jtulah gambaran bagi 

setiap organisasi yang berhasil. Hal ini pula dilakukan oleh Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Barat melalui (SK) Sekretaris Dinas scbagaimana yang 

disampaikan kepada penulis berikut ini: 

" ... saya kirajelas dan tegas penyampaian saya kepada setiap pegawai dan 
unsur pimpinan dibawah bahwa marilah bekerja sama dengan sepenuh hati 
dan tetap jujur pada pekerjaan kita masing-masing. Karena selain sebagai 
pesan moril rnaka saya pun menegaskan akan menindak pegawai yang tidak 
mau bekerja sama atau mengakal-akali pekerjaan pada setiap kesernpatan 
yang diamanahkan kepadanya." {wawancara SK, Desember 20 17). 

Kerja sarna dalam peketjaan akan rnenghantar kita pada kemuliaan dan rasa 

senang untuk terus bekerja dan berkarya, sebab tidak ada yang berhasil dalam 

pekerjaannya apabila dilaksanakan penuh dengan kesombongan. Karena 

kemampuan scorang pegawai untuk bckerja sama dengan orang lain dalam 

menyelcsaikan suatu tugas dan pekerJaan yang telah ditetapkan kepadanya akan 

rnendatangkan banyak kemudahan dan prestasi. Hal ini pula yang dikemukakan 

oleh RT, RMT, dan NM kepada penulis. Mereka adalah staf bagian umum dan 

kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat berikut petikan 

wawancamya : 
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" ... saya selalu mengedepankan kekompak:an dan bekeJja sama dengan 
ternan sekantor. Apalagi ketika bekerja maka kekompakan itu kami jaga dan 
selalu bekerja sama." (wawancara RT, Desember 2017). 

'" ... sebagai petugas kebersihan maka alangkah baiknya kita selalu bekerja 
sama dengan yang lain apalagi sesama ternan, karena kadangkala kami 
menemui hambatan dan tantangan diluar sehingga dengan bekerja sama 
dengan sesama ternan atau pimpinan kami maka sepertinya pekerjaan itu 
mudah bagi kami." (wawancara RMT, Desember 2017). 

" ... saya senang dengan pekerjaan ini, saya pun bangga dengan ternan saya 
yang lain karena selalu kompak dan beketja sama dalam setiap beraktifitas di 
kantor." (wawancara NM, Desember 2017). 

g. Kepemimpinan 

Penilaian unsur kepemimpinan bagi tenaga kerja sebenarnya khusus 

diperuntuk:kan bagi tenaga kerja yang memiliki jabatan di seluruh hirarki dalam 

perusahaan. Kepemimpinan ini biasanya dijabat oleh beberapa orang pada setiap 

tingkatan, namun ada kalanya juga menjadi sesuatu yang mendasar bagi setiap 

orang termasuk pegawai kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. 

Hal ini didasarkan pada penilaian mereka sebagai PNS. Beberapa petikan 

wawancara kepada penulis tentang penilaian kepemimpinan di lingkungan Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu SK selaku Sekretaris Dinas dan ARS 

selaku Kasubag Urn urn dan Kepegawaian berikut ini : 

" ... proses dalam penilaian SKP yang menilai kinerja pegawai yaitu atasan 
langsung. Staf dinilai Jangsung oleh masing-masing kepala seksi dan 
diketahui oleh kepaJa bidang, kepala seksi dinilai Iangsung oleh kepala 
bidang dan diketahui kepala Dinas, Kepala Bidang dinilai langsung oleh 
kepala dinas dan diketahui oleh sekertaris daerah. Staf PNS dinilai oleh 
Kasubag Umum dan kepegawaian dan dilaporkan langsung oleh sekertaris 
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan Bidang teknis 
berwenang menilai kinerja staf dan seksi, dimana masing-masing seksi 
mengambil tugasnya." ( wawancara SK, Desember 20 17) 

" ... aturan menurut UU ASN No. 5 tahun 2014 Pengukuran kinerja PNS 
meliputi kegiatan tugas jabatan dan tugas tambahan dan kreativitas, dirnana 
keluarannya meliputi Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, 
Keijasama, dan Kcpemimpinan. UU ASN belum sepenuhnya dipakai di 
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Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, tapi masih mengacu PP 53 Tahun 
2010 tentang kepegawaian. Mekanisme dalam penilaian SKP Yang menilai 
kinerja pegawai yaitu atasan langsung. Staf dinilai langsung oleh masing­
masing kepala seksi dan diketahui oleh kepala bidang, kepala seksi dinilai 
langsung oleh kepala bidang dan diketahui kepala Dinas, Kepala Bidang 
dinilai langsung oleh kepala dinas dan d ketahui oleh sekertaris daerah." 
(wawancara ARS, Desember 20 17). 

Adapun jumlah sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan terkait dengan 

peralihan kewenangan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat dilihat pada 

tabel4.7 berikut: 

Tabel4 7 

Data pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2017 

-

SKPD!Unit Kerja 
Jumlah pegawai 

-
Sebelum Peralihan Sesudah Peralihan -

(I) (2) (3) 

PNS Kehutanan 58 280 

·- -~ 

PIT 12 269 
. 

I 

Jumlah 70 549 

Sumber : Kantor Dmas Kehutanan Provmst Sulawesi Barat, Tahun 2017 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Barat dengan adanya perlaihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi 

bertambahnya pegawai yang cukup banyak dimana tersebar di seluruh UPTD 

KPH di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dengan jumlah tersebut sangat 

mempengaruhi kinerja pegawai dalam pembagian tugas dan tupoksi pekerjaan 

yang menjadi tanggungjawabnya. 

Di samping itu pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat hampir 

setengah pegawai telah berpendidikan tinggi sedangkan sisanya masih 

berpendidikan Sekolah Menengah ke bawah. Dengan persentase tersebut pegawai 
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Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat masih kurang dalam hal pendidikan 

yang mana sangat berpengaruh terhadap evaluasi kinerja sehingga tentunya 

masih kurang mengetahui dengan jelas tugas dan kewajiban yang menjadi 

tanggungjawabnya. Tingkat pendidikan dapat dilihat pacta label berikut: 

Tabe14.8. 

Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 

. - ---

Pendidikan yang Ditamatkan 
SKPD/Unit Kerja Jumlah 

SMP SLTA Dlsd D3 D4/Sl S2 

----
(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

·- --
Dinas Kehutanan 3 128 6 128 15 280 

. 
Jumlah 3 128 6 128 15 280 

. 

Surnber: Kantor Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat Tahun 2017 

Ketidaksesuaian Jatar belakang pendidikan dengan peketjaan yang 

dilaksanakan di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat ak.an timbul masalah 

bam yang berkaitan dengan kinetja pegawai. Pegawai yang berdinas di Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat banyak menduduki jabatan tidak sesuat 

dengan Jatar belakang pendidikannya. Ketidakscsuaian tcrsebut dapat 

mengakibatkan kineija pegawai menjadi berkurang. 

Tabel4.9 

Latar Belakang Pendidikan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 
Yang Tidak Sesuai Dengan Jabatan 
- .. -----;---

Pendidikan Jabatan Jumlah 
··---- . 
S I Kehutanan Kasubag. Percncanaan dan Keuangan I Orang 

S I Sosial Kasubag. Umum dan Kepegawaian I Orang 

S 1 Pertanian Kabid Pengelolaan DAS dan PS dan Kepala 2 Orang 

UPTD KPH Karossa 
-..... ·-- -- ~--
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-

S I Teknik Elektro Kabid. Perlindungan dan Pengamanan Hutan I Orang 

S2 Manajemen Kepala UPTD KPH Budong-Budong 1 Orang 

Sl Hukum Kepala UPTD KPH Pasangkayu I Orang 
- -

Sumber : Kantor Dmas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat Tahun 2017 

Banyak pegawai yang berdinas di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 

dalam menjalankan tugasnya yang Jatar belakang pendidikannya tidak sesuai 

dengan bidang kerjanya, hal ini tentu akan menjadi salah satu faktor yang juga 

dapat mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat. 

Adapun fenornena yang kita lihat pada aparatur pemerintah Dinas Kehutanan saat 

ini adalah: 

a. Belurn Mampu Aparatur/Pegawai melaksanakan program-program yang ada 

Pada Dinas Kehutanan dengan baik. Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi 

Barat salah satu unit kerja dilingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi 

Barat perlu melakukan tugas pokok dan fungsinya guna rnendukung visi, misi 

dan program yang telah di tetapkan. Di lihat dalam penyelenggaraan tugas 

pemerintahan di bidang kehutanan dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 

masih jauh dari yang di harapkan terbukti banyaknya program yang telah di 

buat yang masuk dalam rencana strategis (renstra) tidak berjalan sepenuhnya, 

seperti penanggulangan teijadinya kebakaran hutan, ilegal logging dan 

penghijaun dan lain-lain. 

b. Masih Rendahnya Etos Keija Pegawai Pegawai Negeri Sipil rnempunyai 

peran yang rnenentukan, yaitu sebagai pemikir, pelaksana, perencana, dan 

pengenda1i pembangunan. Dengan demikian, PNS mempunyai peran yang 

sangat penting dalam memperlancar jalannya roda pemerintahan maka di 

perlukan semangat kerja tinggi untuk menjalankan semua itu, namun pada 
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kenyataannya hal tersebut berbeda yang terjadi di lapangan, seperti masalah 

ketepatan waktu, tanggungjawab dan kejujuran. Kurangnya kecakapan dalarn 

menyelesaikan peketja, menunda-nunda pekerjaan yang ada sehingga 

menumpuk yang membuat pekerjan yang di lakukan menjadi tidak efektif, 

bekerja bila ada atasan. Ini menunjukkan etos kerja dari pegawainya masih 

rendah yang memuat kineija menjadi kurang baik maka di perlukan upaya­

upaya untuk mendorong timbulnya semangat dalam bekerja. 

Dengan demikian, pemberdayaan aparatur pemerintah daerah merupakan 

suatu usaha untuk rneningkatkan kinerja aparatur untuk mencapai hastl secara 

optimal. Untuk itu, maka dengan memperhatikan Implementasi pada Kator Dinas 

kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dapat ditafsirkan bagaimana upaya 

pemberdayaan aparatur pernerintahnya, bila tidak melakukan suatu upaya 

ataupun langkah-langkah yang secara sistematis untuk pemberdayaan sumber 

daya aparatur pemerintah daerah pada Dinas kehutanan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang Evaluasi Kinerja Aparatur Pada Dinas 

kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 

Dalam penelitian ini faktor yang dianggap mempengaruhi kinerja aparatur Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat ialah faktor kompetensi individu, faktor motivasi 

dan faktor dukungan organisasi. Sesuai dengan Permasalahan pokok dalam 

penelitian adalah Evaluasi Kinetja aparatur Dinas Kehutanan Provins1 Sulawesi 

Barat. 
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a. Faktor Kompetensi Individu 

Kompetensi individu adalah kemampuan dan keterarnpilan melakukan kerja. 

Kompetensi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat 

dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu Kemampuan dan Keterarnpilan Kerja. 

Berdasarkan basil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kehutanan (SK) 

Provinsi Sulawesi Barat berikut ini : 

« ... kernampuan dan keterampilan pegawai kami dikantor dalarn 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu sudah sesuai walaupun masih 
terdapat kekurangan yakni masih sering menunda-nunda pekerjaan, mungkin 
ini hari bisa selesai tetapi rnereka menunda-nunda akhimya baru selesai 2 
atau 3 hari. Oleh karena kami tidak bosan-bosannya menghimbau para 
pegawai baik itu di Dinas maupun di UPTD KPH untuk lebih mampu dan 
terampil dalam melaksanakan tugas tuposi yang menjadi tanggung 
jawabnya." (wawancara SK, Desember 20 17) 

Pengalaman keJja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan keJja. 

Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil 

dan semakin cepat dia menyelesaikan pekeijaan tersebut. Semakin banyak 

pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin banyak, luas 

dan memungkinkan peningkatan kineija. Wawancara dengan Kasubag Umum 

dan Kepegawaian berikut : 

" ... pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat rata-rata 
memiliki pengalaman keija dimasing-masing tupoksi terbilang sudah sangat 
berpengalaman. Adapun kalau ada pergeseran atau mutasi pegawai tidak 
terlalu mempengaruhi karena hampir sebagaian besar berlatar pendidikan 
sesuai yaitu kehutanan. Ada beberapa memang pegawai yang tidak sesuai 
dengan ski! atau pendidikannya tetapi mereka memiliki pengalaman yang 
sudah lama sehingga perkerjaan tersebut dapat bias diselesaikan" (wawancara 
ARS, Desember 20 17) 

Motivasi sangat penting mendorong semangat kerja. Motivasi dipengaruhi 

oleh Jatar belakang keluarga, lingkungan masyarakat, budaya dan nilai-nilai 

agama yang dianutnya. Seseorang yang mclihat pekeijaan sebaga1 beban dan 
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keterpaksaaan akan mempunyai kinetja yang rendah. Sebaliknya, seseorang yang 

memandang pekerjaan sebagai kebutuhan, tantangan dan prestasi akan 

menghasilkan kineija yang tinggi. 

b. Faktor Dukungan Organisasi 

Setiap Kinerja pegawai tergantung pada dukungan dari organisasi dalarn 

bentuk sarana dan prasarana kerja, teknologi, kenyamanan lingkungan kerja dan 

syarat kerja serta pengorganisasian. Pengorganisasian dalam hal ini untuk 

memberi kejelasan bagi setiap pegawai tentang sasaran yang harus dicapai dan 

yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Setiap orang perlu memiliki dan 

memahami uraian jabatan dan tugas yang jelas. Berdasarkan kutipan wawancara 

dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian (ARS) berikut: 

'" ... sarana dan prasaran kantor salah satu penunjang kinerja pegawai, 
belum maksimalnya sarana prasarana dikantor Dinas Kehutanan Provinsi 
Sulawesi Barat masih khususnya yang ada di UPTD KPH yang merupakan 
pegawai peralihan dari Kabupaten ke Provinsi. Belum rampunya P3D 
(Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana dan Dokumen) dari Kabupaten 
ke Provinsi sehingga masih sangat minim dalam menunjang kinerja 
pegawai." (wawancara ARS, Desember 2017) 

Kinerja pegawai dan kinerja setiap orang juga sangat tergantung pada 

kemampuan manajerial para manajemen atau pimpinan, baik dengan membangun 

sistem kerja dan hubungan industrial yang aman dan hannonis, maupun dengan 

mengernhangkan kompetensi peketja, pengembangan kompetensi dapat 

dilakukan dengan pelatihan, demikian juga dengan menumbuhkan motivasi dan 

mobilisasi seluruh karyawan untuk bekerja secara optimal. 

Adapun data jumlah pegawai di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Barat terkait Diklat Kepemimpinan pada Tabel berikut : 
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Tabel.4.10 

Banyaknya Pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan pada Dinas Kehutanan 
Provinsi Sulawesi Barat 

- -
DIKLATPIM 

SKPD/Unit Kerja 
Bel urn -~ Pemah Diikuti 

Jumlah 

Pemah IV Ill II 
-

(I) (2) (3) (4) (5) (6) 

Dinas Kehutanan 
47 9 3 I 58 

··-

Jumlah 47 9 3 I 58 

Somber: Data Kepegawamn Dmas Kehutanan Prov. Sulbar Tahun 2016 

Tabel diatas menunjukkan masih banyak pegawai yang belum mengikuti 

untuk diklat kepemimpinan dimana merupakan salah satu syarat dalam 

pembentukan pribadi pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Petikan 

wawancara kepada penulis tentang pendidikan pelatihan dan pengalaman kerja 

pegawai yaitu Kepala Dinas Kehutanan (FHD) berikut ini : 

" ... permasa1ahan pendidikan dan pelatihan di kantor Din as Kehutanan 
Provinsi Sulawesi Barat memang masih kurang tetapi kami sangat perhatikan 
dimana setiap tahunnya. Karni usul siapa-siapa nama-nama yang berangkat 
baik itu terkait pendidikan diklat PIM maupun diklat-diklat teknis lainnya 
berdasarkan tupoksinya masing-masing. Setelah batik saya evaluasi hasil dari 
diktat yang diikuti dan menyarankan untuk menerapkan dalam aktivitas 
keljanya. Fa.ktor-fak.tor mendasar inilah yang sangat mempengaruhi kinerja 
pegawai" ( wawancara FHD, Desember 20 17) 

C. Pembahasan 

1. Evaluasi Kinerja Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 

Pada sub pembahasan ini ini penulis akan mendiskusikan dengan teori dan basil 

wawancara terkait dengan pennasalahan pokok yang dibahas. 

a. Kesetiaan 
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Kesetiaan suatu pegawai pada satu organisas1 berhubungan erat dengan 

pengabdiannya masing-masing. Pengabdian dalarn hal ini bagaimana pegawai 

dalam suatu organisasi memberi sumbangan pikiran baik itu tenaga yang ikhlas 

dengan tetap mengutamakan kepentingan publik. Hal tersebut diungkapkan oleh 

beberapa pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju 

Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi informan penelitian ini yaitu (RT, RHT 

dan NM) ketiga informan ini memiliki kesamaan dengan jawaban mereka tentang 

kesetiaan dalam melakukan pekerjaan sebagai pegawai kehutanan. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa kesetiaan menjadi salah satu indikator dari 

penilaian kinetja pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud oleh beberapa 

ahli sebelumnya yang mengemukakan bahwa PP No.1 0 Tahun 1979 tentang 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil secara substansi sudah 

tidak kompatibel dengan kondisi saat ini. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

pegawai atau yang dikenal dengan DP3 sudah tidak sesuai dengan jalannya 

refonnasi birokrasi yang menekankan pada kinetja. Oleh karena itu, dikeluarkan 

PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagai revisi dari PP 

No.lO Tahun 1979. Peraturan baru tersebut diharapkan rnampu memberikan 

penilaian yang objektif dan terukur untuk setiap pegawai. Melihat tuntutan 

lingkungan strategis, pada peraturan lama sudah banyak yang tidak relevan. 

Hani Handoko (2001: 138-139), berpendapat bahwa penilaian hendaknya 

memberikan gambaran akurat mengenai prestasi kerja karyawan sehingga untuk 

mencapai tujuan ini sistem penilaian harus mempunyai hubungan dengan 

pekerjaan (jon related), praktis, mempunyai standar-standar dan menggunakan 

berbagai ukuran yang dapat diandalkan. Job related berarti bahwa sistem menilai 
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perilaku-perilaku kritis yang mewujudkan keberhasilan perusahaan. Sedangkan 

suatu sistem disebut praktis hila dipaharni atau dimengerti oleh para penilai dan 

karyawan. Di samping harus job related dan praktis, evaluasi prestasi kerja 

memerlukan standar-standar pelaksanaan kerja (performance standard) dengan 

mana prestasi kerja diukur. Agar efektif, standar hendaknya berhubungan dengan 

hasil-hasil yang diinginkan pada setiap pekerjaan. Lebih lanjut, evaluasi juga 

memerlukan ukuran-ukuran prestasi kerja yang dapat diandalkan (performance 

measures). Berbagai ukuran ini, agar berguna, harus mudah digunakan, reliabel 

dan melaporkan perilaku-perilaku kritis yang menentukan prestasi-prestasi kerja. 

Menurut B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005: 232), penilaian kineija 

(kesetiaan) merupakan proses subjektif yang menyangkut penilaian manusia. 

Dikata.kan penilaian kine.Ija subyektif, karena kebanyakan pekerjaan benarMbenar 

tidak mungkin diukur secara obyektif, hal mi disebabkan beberapa alasan, 

termasuk alasan kerumitan dalam tugas penguk.uran, lingkaran yang berubah­

ubah, dan kesulitan dalam merumuskan tugas dan pekeTjaan individual tenaga 

kerja secara rinci. Dengan demikian, penilaian kineija sangat mungkin keliru dan 

sangat mudah dipengaruhi oleh sumber yang tidak aktual. Tidak sedikit sumber 

tersebut mempengaruhi proses penilaian sehingga harus diperhitungkan dan 

dipertimbangkan dengan wajar. Penilaian kinerja dianggap memenuhi sasaran 

apabila memiliki dampak yang baik pada tenaga kerja yang baru dinilai 

kinerjalkeragaatu1ya. 

Menurut Henry Simamora (2004:362-363), meskipun mustahil 

mengidentifikasi setiap kriteria yang universal yang dapat diterapkan pada semua 

pekerjaan, adalah mungkin menentukan beberapa karaktcristik yang harus 
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dirniliki oleh kriteria apabila kriteria itu diharapkan bermanfaat bagi penilaian 

kinerja. Karakteristiknya adalah: Kriteria yang baik harus mampu diukur dengan 

cara-cara yang dapat dipercaya. Konsep keandalan pengukuran mempunyai dua 

komponen: stabilitas dan konsistensi. Konsistensi menunjukkan bahwa 

pengukuran kriteria yang dilakukan dengan metode yang berbeda atau orang 

yang berbeda harus mencapai basil yang kira-kira sama. 

Kriteria kesetiaan yang baik harus mampu membedakan individu-individu 

sesuai dengan kinetja mereka. Salah satu tujuan penilaian kinetja adalah evaluasi 

kineija anggota organisasi. Jikalau kriteria serncam itu memberikan skor yang 

identik kepada semua orang, maka kriteria tersebut tidak berguna untuk 

mendistribusikan kompensasi atas kinerja, merekomendasikan kandidat untuk 

promosi, ataupun menilai kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 

Menurut B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005: 235), belum adanya kesamaan 

antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya dalam menentukan unsur 

kesetiaan yang harus dinilai dalam proses penilaian kineija yang dilakukan 

manajemen/penyelia penilai disebabkan selain terdapat perbedaan yang 

diharapkan dari masing-rnasing perusahaan, juga karena belum terdapat standar 

baku tentang unsur-unsur yang perlu diadakan penilaian. Pada umumnya unsur­

unsur yang perlu diadakan pemlaian dalam proses penilaian kinerja adalah 

kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, 

prak.arsa, dan kepemimpinan. 

Dari wawancara diatas memang sangat diperlukan kemampuan pegawa1 

untuk selalu setia dalam pekerjaannya karena ini untuk kepentingan publik bukan 

kepentingan golongan. Hal tesebut diutarakan juga oleh Sekretaris Dinas 
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Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat yang menyampaikan bahwa pegawai kami 

yang tergabung dalam Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat sudah 

melakukan pekeijaannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Apapun yang 

menjadi acuan dan standard pekerjaan mereka maka dengan penuh keikhlasan 

maka mereka langsung terjun ke lapangan untuk melakukan itu, dan kami 

memantau terns dari basil pekerjaan mereka. 

Peketjaan sebagai pegawai kehutanan membutuhkan kemampuan tekad dan 

kesanggupan dalam melakoninya sehari-hari karena jenis pekerjaan sebagai staf 

administrasi pada bagian umum dan kepegawaian sangat diharapkan demi 

kelancaran administrasi kepegawaian. Kemudian harus dibuktikan dengan sikap 

dan perilaku pegawai yang bersangkutan dalam kegiatan sehari-hari serta dalam 

melaksanaan tugas dan peketjaan yang diberikan kepadanya. Kesetiaan pegawai 

terhadap kantor sangat berhubungan dengan pengabdiannya. Pengabdian dalam 

hal ini bagaimana pegawai memberi sumbangan pikiran dan tenaga dengan 

penuh ikhlas dan mengutamakan kepentingan publik. 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian (ARS) yang menyampaikan bahwa pada prinsipnya bidang 

sekertariatan menilai kinerja pegawai, dimana masing-masing bagianlseksi 

mempunyai tugas pokok dan fungsinya. Dimana seksi yang tabu persis teknis 

bawahannya baik itu dalam menjalankan tugas dikantor maupun pada saat turun 

ke lapangan. Untuk dibagian umum dan kepegawaian dalam melayani pegawai 

baik itu dalam kenaikan pangkat, data base pegawai, pemeliharaan peralatan dan 

kendaraan yang kondlsinya baik dan rusak 
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b. Prestasi kerja 

Dalam hasil wawancara dengan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Barat termasuk wawancara dengan pegawai UPTD KPH ditemukan beberapa hal 

yang berbeda sebagaimana yang dikatakan WRN, 11 dan LL, namun hal tersebut 

memang menjadi hal yang lumrah terjadi dikarenakan beban tugas dari cakupan 

wilayah yang cukup luas dengan keterbatasan sarananya. 

Pacta umumnya kerja seorang tenaga kerja menurut Heidrajman Dan Suad 

Husnan (2000: 124) indikatomya adalah antara lain kuantitas kerya, kualitas kerya, 

hubungan kerja, kepemimpinan, kehati-hatian, pengetahuan, kerajinan, kesetiaan, 

keandalan kerja, dan inisiatif. Sebagaimana basil wawancara dengan (SW) 

pegawai kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Su1awesi Barat selama bekerja di 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat sebagai staf di keuangan, maka apa 

yang menjadi uraian tugas saya selalu saya kerjakan dengan pengalaman yang 

saya lakukan selama ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik walaupuin 

terkadang juga terdapat kendala, hambatan dan keterlambatan dalam penyajian 

pertanggungjawaban keuangan namun tetap saya selesaikan dan menjadi 

pengalaman saya berikutnya untuk lebih baik lagi. 

Suatu instansi atau perusahaan tentunya memiliki tujuan, tujuan inilah yang 

membuat instansi atau perusahaan tersebut ada narmm terkadang muncul kendala 

yang membuat tujuan tersebut tidak tercapai. Untuk mencegahnya maka 

organisasi harus mendorong karyawan untuk mencapai kinerja dan prestasi yang 

lebih baik dari waktu ke waktu. Menurut Hasibuan (2003:105), prestasi kerja 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melakukan tugas-tugas 
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yang dibebankan kepadanya yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan serta ketepatan waktu. 

Mangkuprawira (2004), mendefenisikan penilaian prestasi kerja sebaga• 

proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan 

seseorang. Dari hasil pembahasan di atas, maka pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja di dalam suatu organisasi sangatlah penting. Dengan penilaian prestasi 

pihak perusahaan dapat mengambil tindakan yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan keterampilan dan mengembangkan karyawannya, sesuai dengan 

potensi dan keterampilan dari karyawan tersebut. 

Dari beberapa pengertian penilaian prestasi keija diatas rnaka kita dapat 

menyirnpulkan bahwa penilaian prestasi ke:rja membuat karyawan mengetahui 

tentang basil keija dan tingkat produktifitasnya hal tersebut berguna sebagai 

bahan pertimbangan yang paling baik dalam menentukan pengambilan keputusan 

dalam hal promosi jabatan. 

Menurut Mangkunegara (2002:67) hal yang perlu diperhatikan oleh manajer 

sumber daya manusia dalam prestasi kerja pegawai, yang dijadikan penulis 

sebagai indikator antara lain meliputi : kualitas kerja (Quantity), adalah 

menunjukkan hasil kerja yang dicapai dari segi ketepatan, ketelitian dan 

keterampilan dan kuantitas kerja (Quantity), adalah menunjukkan hasil kerja 

yang dicapai dari segi keluaran atau hasil tugas-tugas rutinitas dan kecepatan 

dalam menyelesaikan tugas itu sendiri. Kerja sarna (Cooperation), menyatakan 

kemampuan karyawan dalam berpartisipasi dan bekerjasama dengan orang lain 

dalam menyelesaikan tugas. Tanggung Jawab, menyatakan seberapa besar 

karyawan dalam menerima dan melaksanakan pekerjaannya. Inisiatif, yakni 
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bersemangat dalarn menyelesaikan tugasnya, serta kemampuan dalam membuat 

suatu keputusan yang baik tanpa adanya pengarahan terlebih dahulu. 

c. Tanggungjawab 

Pembahasan dalam penelitiaan ini mengenai tanggung jawab adalah 

kesanggupan seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang 

diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani 

memikuJ resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya 

Keban (2004:195). Hal tersebut diatas sama juga disampaikan oleh Sekretaris 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat (SK) yang menyampaikan bahwa 

hampir rata-rata penyelesaian tugas yang diberikan kepada pegawai kehutanan 

diselesaikan dalam waktu yang sebaik mungkin dan tepat waktu. Hal tersebut 

dapat dilihat dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Mekanisme dalam penilaian 

SKP yang menilai kinerja pegawai yaitu atasan langsung. Staf dinilai langsung 

oleh masing-masing kepala seksi dan diketahui oleh kepala bidang, kepala seksi 

dinilai langsung oleh kepa]a bidang dan diketahui kepala Dinas, Kepala Bidang 

dinilai langsung oleh kepala dinas dan diketahui oleh sekertaris daerah. 

Hal yang sama disarnpaikan oleh informan penulis (FHD) selaku Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat yang meyebut bahwa hila dilihat dari 

tanggung jawab yang diemban oleh pegawai kehutanan maka sangat jelas bahwa 

mereka bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan hampir sebagian besar 

menyelesaikan pekerjaan dalam tepat waktu, dan penilaian itu terlihat juga dari 

masing-masing seksi pirnpinan langsung yang menilai yaitu kepala Bidang dan 

Kepala Dinas. Baik dari kinerja dan absensi (kehadiran). Pegawai Tidak Tetap 

(PTT) dinilai dari absensi (kehadiran), dimana petugas yang tidak full menjalani 
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aktifitasnya tennasuk tanggung jawab pekerjaannya maka pegawai tersebut 

diberikan teguran secara lisan .. " (wawancara FHD, Desember 2017). 

Pekerjaan sebagai pegawai kehutanan memiliki tanggung jawab besar 

terhadap pengelolaan SDM maupun dalam pengelolaan hutan, kadang kala setiap 

pegawai berani melakukan peketjaan yang mungkm berisiko bahkan ditengah 

rendahnya pemahaman masyarakat dalam menjaga kelstarian hutan. Hal ini 

memicu nyah pegawai kehutanan maupun polisi kehutanan dilapangan untuk 

tetap menjalankan tugasnya dengan baik. 

d. Ketaatan 

Pembahasan mengenai ketaatan dalam penelitian ini adalah kesanggupan 

seorang tenaga kerja untuk mentaati segala ketetapan, peraturan perundang­

undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan 

yang diberikan atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar 

larangan yang telah ditetapkan perusahaan maupun pernerintah, baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis. Bila melihat pekerjaan yang dilakukan oleh setiap 

pegawai kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, maka sangat jelas terlihat 

bagaimana ketaatan mereka untuk rnelakukan pekerjaan ini sesuai dengan tupoksi 

yang diberikan kepadanya. Hal tersebut diungkapkan juga oleh (SK) salah satu 

informan penuhs yang menJabat sebagai Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Barat mengemukakan bahwa sasaran ke:rja Aparatur Sipil Negara 

(ASN) menurut UU ASN tentang pengukuran kinetja PNS meliputi kegiatan 

tugas jabatan dan tugas tambahan dan kreativitas, dimana hasilnya meliputi 

orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, ke:rjasama, dan 

kepemimpinan. Sedangkan berdasarkan SPK (surat petjanjian ketja) penilaian 
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kinerja pegawai non pns atau pegawai tidak tetap (PTT) menurut Absensi. 

Terdapat pula petugas kebersihan dan keamanan kantor yang masing-masing 

petugas mempunyai jadwal membersihkan dan menJaga kantor. 

Mentaati perintah kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang, serta 

kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan perusahaan 

maupun pemerintah adalah salah makna dari ketaatan bagi setiap pegawai 

kehutanan. Bila dilihat dari cara pandang bagi para pegawai kehutanan Dinas 

Kehutanan Provins1 Sulawesi Barat selama ini, maka apa yang menjadi tolak 

ukur selama ini untuk mengukur kineija pegawai telah diterapkan oleh sebagian 

besar pegawai selama ini. 

e. Kejujuran 

Pembahasan berikutnya adalah kejujuran atau ketulusan hati seorang tenaga 

keija dalam melaksanakan togas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak 

rnenyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya, Baik jujur dalarn 

bidang pekerjaan maupun keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. 

Setiap pekerjaan selain dilihat dan dinilai oleh atasan, maka setiap pegawa1 juga 

merasakan yang sama apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan 

sepenuh hati dan sesuai dengan kejujuran atau mala sebaliknya justru 

membohongi kata hati bahwa pekerjaan itu sudah dilaksanakan padahal tidak 

melaksanakannya. Hal ini disampaikan pula oleh infonnan penulis yang 

berinisial ABT, AS, dan ARD pegawai kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 

Kernampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan 

kepadanya adalah tanggung jawab bagi setiap PNS di Lingkungan Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, maka sebagai salah satu pucuk pimpinan 

43569.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



86 

senantiasa memberikan himbauan kepada seluruh pegawai untuk bekerja dengan 

kejujuran. Salah satu bentuk penilaian apakah sesorang telah bersikap jujur 

adalah dengan memeriksa dan mengecek langsung tugas yang diberikan secara 

random, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. 

" ... saya kira dalam setiap apel pagi dan disela-sela acara yang dihadiri bahkan 

dalam bentuk rapat-rapat evaluasi kegiatan maka kami senantiasa untuk 

menghimbau kepada mereka untuk bekerja dengan rajin, taat, serta menanamkan 

kejujuran dalam hati dalam setiap beraktifitas di kantor dan diluar kantor. ltulah 

salah satu pesan moril kami kepada mereka." (wawancara, JP Dcsembcr 2017). 

f. Kerjasama 

Pembahasan tentang kerjasarna dalam penehtian ini adalah kemampuan 

seorang tenaga ketja untuk beketja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan 

suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan, sehingga mencapai daya guna 

dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Itulah gambaran bagi setiap organisas1 

yang berhasil. Hal ini pula dilakukan oleh infonnan penulis dari unsur pimpinan 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat melalui (MS) yang menyebut bahwa 

kerja sama dalam ~kerjaan akan menghantar kita pada kemuliaan dan rasa 

senang untuk terus bekerja dan berkarya, sebab tidak ada yang berhasil dalam 

pckerjaannya apabila dilaksanakan penuh dengan kesombongan. Karena 

kemampuan seorang tenaga ketja untuk beketja sama dengan orang lain dalam 

rnenyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan kepadanya akan 

mendatangkan banyak kemudahan dan prestasi. Hal ini pula yang dikemukakan 

oleh RT, RMT, dan NM kepada penulis. Mereka adalah pegawai kehutanan 

Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 
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g. Kepemimpinan 

Pembahasan mengenat kepemimpinan dalam penehtian mt adalah 

kemampuan yang dimiliki seorang tenaga kerja untuk meyakinkan orang lain 

(tenaga ketja lain) sehingga dapat dikerahkan secara maksimum untuk 

melaksanakan tugas pokok. Penilaian unsur kepemimpinan bagi tenaga kerja 

sebenamya khusus diperuntukkan bagi tenaga kerja yang memiliki jabatan di 

seluruh hirarki dalam perusahaan, Keban (2004: 195). Kepemimpinan ini 

biasanya dijabat oleh beberapa orang pada setiap tingkatan, narnun ada kalanya 

juga menjadi sesuatu yang rnendasar bagi setiap orang tennasuk pegawai 

kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. 

Hal ini didasarkan pada penilaian mereka sebagai PNS. Beberapa petikan 

wawancara informan kepada penulis tentang penilaian kepemimpinan di 

lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu SK selaku Sekretaris 

Dinas dan ARS selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian berikut ini proses 

dalam penilaian SKP yang menilai kinerja pegawai yaitu atasan langsung. Staf 

dinilai langsung oleh rnasing-masing kepala seksi dan diketahui oleh kepala 

bidang, kepala seksi dinilai langsung oleh kepala bidang dan diketahui kepala 

Dinas, Kepala Bidang dinilai langsung oleh kepala dinas dan d ketahui oleh 

sekertaris daerah. Staf PNS dinilai o\eh Kasubag Umum dan kepegawaian dan 

dilaporkan langsung oleh sekertaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. 

Sedangkan Bidang teknis berwenang menilai kinerja staf dan seksi, dimana 

masing-masing seksi mengambil tugasnya. 

Menurut UU ASN No. 5 tahun 2014 Pengukuran kinerja PNS meliputi 

kegiatan tugas jabatan dan tugas tambahan dan kreativitas, dimana keluarannya 
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meliputi Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan 

Kepemirnpinan. UU ASN belum sepenuhnya dipakai di Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Barat, tapi masih mengacu PP 53 Tahun 2010 tentang 

kepegawaian. Mekanisme dalam penilaian SKP Yang menilai kinerja pegawai 

yaitu atasan langsung. Staf dinilai langsung oleh masing-masing kepala seksi dan 

diketahui oleh kepala bidang, kepala seksi dinilai langsung oleh kepala bidang 

dan diketahui kepala Dinas, Kepala Bidang dinilai langsung oleh kepala dinas 

dan d ketahui oleh sekertaris daerah." (wawancara ARS, Desember 2017). 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Barat 

Dalam penelitian ini faktor yang dianggap mempengaruhi kineija aparatur Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat diantaranya : 

a. Faktor kompetensi individu 

Kemampuan dan keterampilan kerja setiap orang dipengaruhi oleh kesehatan 

fisik dan jiwa individu yang bersangkutan, pendidikan, akumulas1 pelatihan, serta 

pengalaman kerjanya. Kesehatan fisik dan jiwa individu membuat orang mampu 

dan tahan bekerja kcras dan lama. Sebaliknya, pekerja yang kekurangan gizi akan 

cepat lcmah dan Ielah, serta tidak mampu melakukan pekerjaan berat, Payaman 

Simanjuntak (2005:10). Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari 

investasi sumber daya manusia (human investment). Semakin lama waktu yang 

digunakan scseorang untuk pendidikan dan pelatihan maka semakin tinggi 

kemampuan atau kompetensinya melakukan peketjaan, dan demikian semakin 

tinggi kinerjanya. Seperti yang d1kemukakan Sekretaris Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Barat (SK) bahwa kemampuan dan keterampilan pegawai 

43569.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



89 

kami dikantor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu sudah 

sesuai walaupun masih terdapat kekurangan yakni masih sering menunda-nunda 

pekerjaan, mungkin ini hari bisa selesai tetapi mereka menunda-nunda akhimya 

barn selesai 2 atau 3 hari. Oleh karena kami tidak bosan-bosannya menghimbau 

para pegawai baik itu di Dinas maupun di UPTD KPH untuk lebih mampu dan 

terampil dalam melaksanakan tugas tuposi yang menjadi tanggung jawabnya. 

Pada dasamya motivasi merupakan kedaan psikologis yang perwujudannya 

dapat dilihat dari tingkah laku. Seseorang akan melakukan suatu pekeijaan 

dengan sungguh-sungguh apabila ia mempunyai motivasi yang kuat. Sebaliknya 

seseorang akan kurang bergairah dalarn melakukan sesuatu pekerjaan apabila 

tidak mempunyai motivasi yang kuat.Manfaat Motivasi ketja PNS adalah PNS 

mempunyai semangat ketja yang tinggi dalam mempersiapkan tugas-tugas secara 

baik, tertib, dan tepat waktu.Dengan meningk:atnya motivasi dan etos ke.Ija PNS 

akan mempengaruhi secara general kepada peningkatan kineija PNS dan 

akhimya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Seorang pegawai hams memiliki sikap mental yang siap secara psikologi 

(mental, fisik, tujuan, dan situasi). Artinya, seorang pegawai hams siap secara 

mental, maupun sccara fisik, memahami tujuan utama dan target keija yang akan 

dicapai, mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi keija aman dan nyaman 

sesama karyawan. 

b. Faktor Dukungan Organisasi 

Demikian juga penyediaan sarana dan alat kerja Jangsung mempengaruhi 

kinerja setiap orang. Penggunaan peralatan dan teknologi maju sekarang ini 

bukan saja dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, akan tetapi juga dipandang 
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untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan ketja. Kondisi kerja mencakup 

kenyamanan lingkungan kerja, keselamatan, kesehatan kerja, syarat-syarat kerja, 

jaminan sosial, serta keamanan. Hal~hal tersebut mempengaruhi kenyamanan 

untuk melakukan tugas yang lebih lanjut mempengaruhi kinerja setiap orang. 

Program keselamatan dan kesehatan kerja perlu ditingkatkan bukan saja untuk 

menghindari kecelakaan kerja, kerusakan alat dan gangguan produk, akan tetapi 

juga untuk rneningatk:an kinerja karyawan atau pekerja. 

Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban serta kewenangan dan 

kewajiban pengusaha akan memberikan kepastian bagi pekelja untuk 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pemberian 

kompensasi yang adil dan layak melalui sistem pengupahan akan mendorong 

setiap pekeija meningkatkan kinetjanya. Dalam hubungan industrial yang aman 

dan harmonis kinerja pekerja tidak perlu terganggu oleh dernontrasi dan 

pemogokan. 

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti 

kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah 

satu pelasanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan sernua jenis pemberian 

penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas 

keorganisasian. Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan 

dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan. Kompensasi menjadi alasan utama 

mengapa kebanyakan orang mencari pekerjaan (Veithzal Rivai, 2005). 

Adapun komponen-komponen kompensasi yaitu : Gaji, adalah ba1as jasa 

dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari 

kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan tenaga 
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dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Atau dapat juga dikatakan 

sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotanya dalam sebuah 

perusahaan. Upah, merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan 

kepada karyawan berdasarkan jam keija, jwnlah barang yang dihasilkan atau 

banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlabnya 

relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah tergantung pada ukuran yang 

dihasilkan. Insentif, merupak:an imbalan langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan kama kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

92 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data~data penelitian guna 

mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian tentang evaluasi kinerja Aparatur 

S1pil Negara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dengan mengunakan 

indikator atau parameter, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan evaluasi kinerya Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan parameter kesetiaan, prestasi 

kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, keQasama dan kepemimpinan 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja belum sepenuhnya optimal khususnya 

tingkat prestasi, tanggung jawab, kerjasama dan kepemimpinan pada pegawai­

pegawai yang peralihan dari Kabupaten ke Provinsi. 

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dtantaranya : 

a. Faktor kompetensi individu dimana kemampuan, keterampilan, pengalaman 

kelja serta motivasi sangat menentukan tingkat kinerja pegawai pegawai 

Dinas Kehutanan Pmvinsi Sulawesi Barat. 

b. Faktor dukungan organtsasi dimana sumberdaya, tasilitas, sarana dan 

prasarana serta pemberian tambahan penghasilan merupakan faktor yang 

mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Barat. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan dalam 

penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi kepada Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut 

1. Pelaksanaan ketja pegawai pacta Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, agar 

membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pengelolaan adrninistrasi 

kepegawaian dan keuangan khusuya pada UPTD KPH yang tersebar diseluruh 

wilayah Provinsi Sulawesi Barat. 

2. Perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur 

Sipil Negara pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. 
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PANDUANWAWANCARA 

"EV ALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DINAS 
KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

A 

ll 

------· 

c 

I 

~ .. . I 

" 

BUDIANTO 
Nim. 500655165 

Kesetiaan : 

I. Mohon Bapak/lbu jelaskan bagaimana pegawai rnewujudkan 
tekad dan kesanggupan mentaati pekeijaannya sehari-hari? 

2. Bagaimana bentuk pengamalan dan tanggung jawab dalam 
melaksanakan pekerjaan saudara sebagai staf Urn urn dan 
kepegawaian? 

·-
Prestasi Kerja : 

I. Apakah Bapakllbu dalam melaksanakan kegiatan pekerjaana 
sehari-hari dapat mencapai target? 

2. Bagaimana kecakapan, keterampilan, pengalarnan, dan 
kesungguhan pegawai Dinas Kehutanan yang bersangkutan? 

-·-·---
Tanggung Jawab: 

1 Menurut Bapak/Ibu bagaimana kesanggupan seorang pegawai 
dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan 
kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu? 

2. Apakah Bapak/Ibu sebagai pegawai kehutanan beranl memikul 
resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang 
dilakukan? 
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D Ketaatan: 

1. Menurut Bapak!Ibu apakah pegawai memiliki kesanggupan untuk 
mentaati segala ketetapan, peraturan perundang-undangan dan 
peraturan kedinasan yang berlaku? 

2. Apakah Bapak/lbu sebagai pegawai kehutanan mentaati perintah 
kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang, serta 
kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang telah 
ditetapkan pcrusahaan rnaupun pemerintah, baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis? 

-·---

E Kejujuran: 

I. Menurut Bapak/Ibu apakah pegawat kehutanan memiliki 
ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya? 

2. Bagaimana kemampuan pegawat kehutanan untuk tidak 
menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya? 

F Kerjasama: 

1. Menurut Bapak!Ibu bagaimana kemampuan pegawai kehutanan 
untuk beketja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu 
tugas dan pekeljaan yang telah ditetapkan, sehingga rnencapat 
daya guna dan basil guna yang sebesar-besarnya? 

G Kepemimpinan : 

I. Menurut bapak/Ibu bagaimana kemampuan yang dimiliki 
pegawai kehutanan dalam meyakinkan orang lain (pegawai lain) 
sehingga dapat dikerahkan secara maksimum untuk melaksanakan 
tugas pokoknya? 

2. Menurut Bapak/Jbu bagaimana penilaian unsur kepemimpinan 
yang dilakukan oleh atasan saudara? 

H Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil 
Negara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 

----- -
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TRANSKRIP W A WANCARA 

"EV ALUASI KINERJA APARA TUR SIPIL NEGARA DIN AS 
KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI SULA WEST BARAT 

a. Kesetiaan 

.. 
BUDIANTO 

Nim. 500655165 

1. Mohon Bapak/Ibu jclaskan bagaimana pegawai mewujudkan tekad dan 
kesanggupan mentaati pekeijaannya sehari-hari? 

''pegawai kami yang tergabung dalam bidang sekretariat sudah 
melakukan pekerjaannya dengan penuh rasa tang&rung jawab. Apapun 
yang menjadi acuan dan standar pekerjaan mereka maka dengan penuh 
keikhlasan maka mereka langsung kerjakan, dan kami memantau terus 
dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan." (wawancara Sekretaris 
Dinas Kehutanan SUHARNANI K<\HIR, S.Hut., MP, Desember 
2017). 

''pada prinsipnya bidang sekertariatan menilai kinerja pegawai, dimana 
masing-masing bagian/seksi mempunyai tugas pokok dan fungsinya. 
Dimana seksi yang tahu persis teknis bawahannya baik itu dalam 
menjalankan tugas dikantor maupun pada saat turun kelapangan. Untuk 
dibagian umum dan kepegawaian dalam melayani pegawai baik itu dalam 
kenaikan pangkat, data base pegawai, peme/iharaan peralatan dan 
kendaraan yang kondisinya baik dan rusak. Lebih jelasnya ditupoksi 
masing+masing seksi." (wawancara Kasubbag Umum dan 
Kepegawaian Dinas Kehutanan MUH. ARSYAD, S.Sos, Desember 
2017). 

'kemampuan pegawai k.ami sangat mampu dalam melakukan 
pekerjaannya apa/agi dengan sarana dan prasarana yang kami milik1 
malw seharusnya mereka memang siap untuk mengerjakan peker;aannya 
dengan penuh rasa tanggung jawab. Permasalahannya jumlah personzl 
contohnya di keuangan sangat terbatas dibanding dengan jumlah 
pekerjaan yang banyak dengan bertambahnya jumlah l!PTD baru terkait 
dengan peralihan dari Kabupaten" (wawancara Kasubbag Perencanaan 
dan Keuangan Dinas Kehutanan JERI PALALO, S.Hut, Desember 
2017). 

2. Bagaimana bentuk pengamalan dan tanggung jawab dalam melaksanakan 
peketjaan saudara sebagai staf Umum dan kepegawaian? 
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"saya menyadari bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini membutuhkan 
kesetiaan untuk terus melakukan dan mengikuti peraturan untuk 
mengamalkan setiap item pekerjaan saya dalam hal apapun itu karena ini 
wajih saya lakukan." (wawancara dengan Staf Umum dan 
Kepegawaian Dinas Kebutanan RA TRIA, A.Md, Desember 2017). 

·'kamr tidak riskan dengan pekerJaan kami karena zm adalah hentuk tugas 
dari atasan yang harns kami taati dan /aksanakan. Sehingga setiap ka/i 
diberikan tugas untuk menyelesaikan setiap pekerjaan maka kami lakukan 
karena ilu bentuk kesetiaan kami pada pekerjaan dan juga bentuk 
tanggungjawab kami terhadap pekerjaan. "(wawancara Staf Umum dan 
Kepegawaian Dinas Kehutanan RAHMATIA, Desember 2017). 

"kalau dibilang pimpinan maka saya langsung hergerak karena kami 
ikh/as untuk kepentingan semua orang yaitu melayani urusan asset, 
sarona dan prasarana kantor dan ini saya lakukan karena tugas dan 
tanggung jawab saya sebagai pegawai." (wawancara Staf Umum dan 
Kepegawaian Dinas Kehutanan MUHAMMAD NAlM, SE, Desembcr 
2017). 

b. Prestasi Kerja 

I. Apakah Bapakllbu dalam melaksanakan kegiatan pekerjaana sehari-hari 
dapat mencapai target? 

"selama bekerja di Dinas Kehutanan Provin<>i Sulawesi Barat sebagai staf 
di keuangan, maka apa yang menjadi uraian tugas saya selalu saya 
kerjakan dengan pengalaman yang saya lakukan selama ini. 
A/hamdulillah semua berjalan dengan bwk walaupuin terkadang JUga 
terdapat kenda/a, hambatan dan keterlambatan dalam penyajian 
pertanggungjawaban keuangan namun tetap saya selesaikan dan men;adi 
pengalaman saya berikutnya untuk lebih baik lagi. " (wawancara Staf 
Bagian Perencanaan dan Keuangan SRI WAHYUNI WULANSARJ, 
A.Md, Desember 2017). 

"pekerjaan sebagai pemhantu hendahara susah-susah gampang namun 
dengan penga/aman bekerja kurang /ehih sepu/uh tahun maka saya 
dengan keterampilan yang soya miliki dapat mengerjakan pekerjaan ini 
dengan baik terkait herkas pertanggungjawaban keuangan baik itu dari 
bidang dikantor maupun dari UPTD KPH." (wawancara Staf Bagian 
Perencanaan dan Keuangan ANDI SUKMAWATI, ST, Desember 
2017). 

"saya menikmati pekerjaan ini selama delapan tahun tentu hanyak suka 
dukanya namun tetap saya heker;a dengan sungguh-sungguh dan penuh 
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rasa tanggungjawab, se/ain itu kecakapan untuk melakukan pekerjaan im 
sangat dibutuhkan terutama menyusun gaji pegawai serta 
pertanggungiawaban pada setiap btdang dan UPTD." (wawancara Staf 
Bagian Perencanaan dan Keuangan ASNA BUNGA TODING, SE, 
Desember 2017). 

2. Bagaimana kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan 
pegawai Dinas Kehutanan yang bersangkutan? 

''penilaian kinerja Staf PNS Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 
menurut absensr (kehadiran) dan SKP (.~asaran Kerja Pegawai Negeri 
Sipil). Penilaian menurut absensi, apabila kehadrran kurang dari 100%, 
maka dana1uang kmerja dipotong/dikurangi menurut persentase 
kehadiran. PNS yang hadir dialas jam 12 siang maka dinyatakan 
alpa/tidak hadir. karena set tap bulan pegawai mendapat uang kinerja, di 
luar gaji pokok. jangan merugikan negara. " (wawancara Sekretaris 
Dinas Kehutanan SUIIARNANI KAHIR, S.Hut., MP, Desember 
2017). 

"mekanisme dalam penilaiun SKP yang memlm kmerja pegawai yaitu 
atasan /angsung. Staf dinilai /angsung o/eh masing-masing kepala seksi 
dan diketahui oleh kepala b1dang, kepala seksi dinilai langsung oleh 
kepala bidang dan diketahui kepala Vinas, Kepala Bidang dinilai 
langsung oleh kepala dinas dan dan ketahui oleh sekertaris daerah. " 
(wawancara Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan 
MUH. ARSYAD, S.Sos, Desember 2017). 

"penilaian kerja di UPTD KPH kami baik itu dari pegawai, penyuluh 
maupun polisi kehutanan selain herdasarkan absesi juga dinila1 dari cara 
kerjanya, saya kadang meminta mereka agar pekerjaan dilaksanakan 
sesuai dengan tupoksi masing-masing. namun untuk jabatan struktural 
eselon IV atau kepala seksi d1 UPTD KPH masih hersifat pelaksana tugas 
dan sampai sekarang sudah setahun be/urn adanya pelant1kan terkait 
pengisian jabatan tersehut sehingga sangat mempengaruhi kinerja 
pegawai. "(wawancara Kepala UPTD KPH Karama PRIYATISTO, 
S.Hut, Desember 2017) 

"terkait dengan tupoksi kami dibagian tala usaha UPTD KPH yang 
mengatur pengelolaan administrasi umum, sural menyurat, melaksanakan 
pengumupalan hahan, penyusunan rencana kerja, rencana anggaran 
sampai dengan urusan pertanggungjawaban keuangan dikumpulkan 
berkas-berkas dan se/anjutnya dibawah atau diteruskan ke kantor induk 
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat untuk diproses baik itu yang 
bersifat kepegawaian maupun bersifat keuangan. " (wawancara Pit. 
Kasubbag Tata l/saha WARNI, S.Hut, Desember 2017) 
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"kegiatan-kegiatan yang bersifGt teknis selalu kami koordinasikan dengan 
atasan langsung kami dan ditembuskan ke kantor induk Dinas Kehutanan 
Provinsi Sulawesi barat" (wawancara Staf UPTD KPH Karama 
IMRAN JAYA, S.Hut, Desember 2017) 

"urusan kepegawaran maupun keuangan di UPTJJ kami dengan 
mengumpu/kan semua berlws-herkas lerkait pengurusan masalah 
kepegawman maupun keuangan dengan cora mengirim atau memhawa 
langsung ke kantor mduk Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Barat untuk 
di proses, permasa/ahannya akses dari kant or kami ke kant or induk jauh 
jadi agak susah ketika ada herkas yang kurang a/au yang mau diperbatkl 
seperti masa/ah keungan.." (wawancara Kasubbag. Tata Usaha UPTD 
KPH Budong-Budong LUSIANA LE'BOK, S.Hut, Desember 2017) 

c. Tanggung Jawab : 

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kesanggupan seorang pegawai dalarn 
menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan 
sebaik-baiknya dan tepat waktu? 

"hampir rata-rata penyelesaian tugas yang diberikan kepada pegawai 
kehutanan diselesaikan dalam waktu yang sebaik mungkin dan tepa! 
waktu. Hal tersebut dapal di/ihat dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 
Mekanisme dalam penilaian SKP yang menilai kinerja pegawai yaitu 
atasan langsung. Staf dinilai langsung oleh masing-masing kepala seksi 
dan diketahui oleh kepala bidang, kepala sek.<>i dinilai langsung oleh 
kepala bidang dan diketahui kepala Dinas, Kepala Bidang dinilai 
langsung oleh kepala dinas dan diketahui oleh sekertaris daeroh." 
(wawancara Sekretaris Dinas Kehutanan SUHARNANI KAHlR, 
S.Hut., MP, Desember 2017). 

"saya horu.~ menyelesoikan pekerjaan mi dengan baik dan tepat waktu. 
Kareno ini adaloh tonggung jawab soya, sehingga apopun yang terjadi 
baik itu pelaksonaon tugas tupoksi maupun kekurangan dalam peloporan 
maka soya tetap menjolonkan tugos sesuai ketentuan dan selalu 
berkoordmasi dengan atasan langsung terkait solusi a/au masukan yang 
mungkin saya dapatkan." (wawancara Staf Subbag Perencanaan dan 
Keuangan TEGUH PERKASA, S.Hut, Desember 2017). 

2. Apak:ah Bapak/Ibu sebagai pegawai kehutanan berani memikul resiko atas 
keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukan? 

"saya tidak pernah membayangkan untuk bekerja sebagai polisi 
kehutanan. Karena soya yakin bahwa setiap pekerjaan yang diberikan 
kepada soya, maka saya harus bekerJa dengan baik dan penuh rasa 
tanggung jawah termasuk ketepatan waktu, selain itu masa/ah resiko di 
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}alan dan berbagai ancaman yang menghadapi kami dalarn bekerja 
mer~jadi tersendiri untuk kami. " (wawancara Polisi Kehutanan UPTD 
KPH Karama IWAN, Desember 2017). 

"selain penilaian kinerja pegawai kehutanan maupun yang ada di UPTD 
dinilai dart segi absensi, maka peni/aian lain dari kinerja pegawai adalah 
tanggung jawab dimana PN~"·,' haik itu di Dinas Kehutanan maupun di 
UPTD KPH da/am melaksanakan tupoksinya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Staf diberi tugas membantu kepala seksinya dalam 
melaksanakan tupoksinya. Staf seksi di SK kan o/eh kepala Dinas 
Kehutanan provinsi Sulawesi Barat. Masing-masing staf melaporkan Ke 
Seksi bagaimana kondisi lapangan, kemudian laporan di teruskan ke 
Kepala bidang bidang a/au Kepala lJPTD, dan diteruskan ke kepala dinas 
sehagai laporan setiap bulan mef!jadi hahan eva/uasi setiap tahunnya. 
''(wawancara Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan 
MUH. ARSYAD, S.Sos, Desember 2017). 

"hila di/ihat dan tanggung jawab yang diemban o/eh pegawai kehutanan 
maka sangat je/as bahwa mereka bekerja dengan penuh rasa tanggung 
jawab dan hampir sebagian besar menyelesaikan pekerjaan dalam tepa! 
waktu, dan peni/aian itu ter/ihat juga dari masing-masing seksi pimpinan 
Jangsung yang meni/ai yaitu kepa/a Bidang dan Kepala Dinas. Baik dari 
kinerja dan absensi (kehadiran). Pegawai Tidak Tetap (PTT) dinilai dari 
absensi (kehadiran), dimana petugas yang tidakfull menjalani aktifitasnya 
termasuk tanggung jawab pekerjaannya maka pegawai tersebut diberikan 
teguran secara lisan. " (wawancara Kepala Dinas Kehutanan Jr. H. 
FAKHRUDIN HD, Desember 2017) 

d. Ketaatan : 

1. Menurut Bapak/lbu apakah pegawai memiliki kesanggupan Wltuk mentaati 
segala ketetapan, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan 
yang berlaku? 

"sasaran kerja Aparatur S'ipi/ Negara (ASN) menurut UU ASN tentang 
pengukuran kinerja PNS me/iputi kegiatan tugas jabatan dan tugas 
tambahan dan kreativitas, dimana hasibrya me!Jputl onentasl pelayanan, 
integritas, komitmen, disip/in, kerjasama, dan kepemimpinan. Sedangkan 
berdasarkan SPK (.\·ural perjanjwn kerja) peni/aian kinerja pegawai non 
pns a/au pegawai tidak tetap (PIT) menurut Absensi. Terdapat pula 
petugas kebersihan dan keamanan kantor yang masing-masing petugas 
mempunyai jadwal membersihkan dan men;aga kantor." (wawancara 
Sekretaris Dinas Kehutanan SUHARNANI KAHIR, S.Hut., MP, 
Desember 2017). 
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"walaupun be/wn ada regulasi tapi mengukur kinerja pegawai untuk 
sementara menggunakan absensi dan SKP (Sasaran Kerja Pegawai 
Negeri Sipil) sampai saat ini. Menurut UU ASN No. 5 tahun 2014 
Pengukuran Kinerja PNS me/iputi kegiatan tugas jabatan dan tugas 
tambahan dan kreativitas, dimana keluarannya meliputi Orientasl 
Pelayanan, lntegritas, Komilmen, Disiplin, Ker;asama, dan 
Kepemimpinan. UU ASN helum sepenuhnya dipakai di DLHK, tp masih 
mengacu PP 53 J'ahun 2010 tentang kepegawaian." (wawancara 
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kebutanan MUH. 
ARSY AD, S.Sos, Desember 2017). 

2. Apakah Bapak/Ibu sebagai pegawat kehutanan mentaati perintah 
kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang, serta kesanggupan 
untuk tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan perusahaan maupun 
pemerintah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis? 

"saya sudah beke':fa dengan penuh rasa tanggung jawab pak, apalagi 
saya juga tahu aturan apabila saya tidak taat maka mungkin saya sudah 
diberikan berbagai macam hukuman. Karena ilu saya sangat paham 
dengan aturan pekerjaan saya se/ama ini sebagai pegawai kehutanan. " 
(wawancara Staf Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan 
MUHAMMAD NAIM, SE, Desember 2017). 

"kami sadar bahwa sega/a peraturan di kantor horus kami taati karena in1 
menyangkut sumpah kami untuk terus menegakkan aturan yang berlaku 
maka saya tidak mau melanggar apalagi tidak mamatuhi aturan di kantor 
saya bekerja. " (wawancara Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan 
ARDIANSYAH, S.Hut, Desember 2017). 

"dimana-mana setiap kantor mempunyai aturan dan tala cara d(liam 
pekerjaan, maka setiap yang melanggar apalagi tidak mematuhi 
pekerjaannya maka wajar kalau diberikan hukuman. 1'api Alhamdulillah 
selama saya bekerja di kantor ini tidak pernah melakukan kesalahan 
sebagmmana yang diatur dalam kantor kami pak." (wawancara dengan 
Staf Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan RATRIA, A.Md, 
Desember 2017). 

e. Kejujuran: 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pegawai kehutanan memiliki ketulusan hati 
dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya? 

"saya sangat yakin dengan pekerjaan saya, dengan apa yang saya /akukan 
selama ini, saya tidak pernah membohongi kepada atasan saya bahwa saya 
telah bekerja sesuai dengan tupoksi dan tidak berpura-pura." (wawancara 
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StafBagian Perencanaan dan Keuangan ASNA BUNGA TODING, SE, 
Desember 2017). 

"malu pak kalo kami bekerja dengan ketJdakjujuran, apalagi agama komi 
me/orang untuk itu. Makanya saya tanamkan dalam hati semoga saya 
bekerja dengan ikhlas, senang hati dan nyaman agar apa yang saya 
kerjakan bernilai ihadah dan berkah buat keluarga saya. " (wawancara 
Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan ANDI SUKMAWATI, ST, 
Desember 2017). 

"saya sadar bahwa pekerJaan sebagai staf bagian perencanaan dan 
keuangan bisa saja saya tidak lakukan, tapi itu tidak mungkin bagi saya, 
apalagi saya sudah digaji dan diberikan tambahan penghasilan sehingga 
saya harus mengerjakan semua kewajiban saya sehagai aparatur. " 
(wawancara Staf Sub bag Perencanaan dan Keuangan ARDIANSYAH, 
S.Hut, Desember 2017). 

2. Bagaimana kemampuan pegawai kehutanan untuk tidak menyalahgunakan 
wewenang yang telah diberikan kepadanya? 

"saya kira dalam setiap ape/ pagi dan disela-se/a acara yang dihadiri 
bahkan dalam bentuk rapat-rapat evaluasi kegiatan maka kami senantiasa 
untuk menghimbau kepada mereka untuk bekerja dengan raj in, taat, serta 
menanamkan kejujuran dalam hat1 da/am setiap beraktifitas di kantor dan 
diluar kantor. ltulah sa/ah satu pesan moril kami kepada mereka. " 
(wawancara Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kehutanan 
JERI PALALO, S.Hut, Desember 2017). 

f. Kerjasama : 

I. Menurut Bapak!Ibu bagaimana kemampuan pegawai kehutanan untuk 
bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan 
pekerjaan yang telah ditetapkan, sehingga mencapai daya guna dan hasil 
guna yang sebesar-besarnya? 

"saya kira jelas dan tegas penyampawn saya kepada setiap pegmvai dan 
unsur pimpinan dibawah hahwa marilah ht!kerja sama dengan sepenuh 
hati dan tetap jujur pada pekerjaan kita masing-masing. Karena selain 
sebagai pesan moril maka saya pun menegaskan akan menindak pegawai 
yang tidak mau bekerja sama atau mengakal-akalt pekerjaan pada setiap 
kesempatan yang diamanahkan kepadanya. " (wawancara Sekretaris 
Dinas Kehutanan SUHARNANI KAHIR, S.Hut., MP, Desember 
2017). 

"saya selalu mengedepankan kekompakan dan bekerja sama dengan 
ternan -~ekantor. Apalag1 kelika hekerJa maka kekompakan itu kami Jaga 

43569.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



!06 

dan selalu hekerja sama. " (wawancara dengan Staf Umum dan 
Kepegawaian Dinas Kehutanan RATRIA, A.Md, Desember 2017). 

"sebagai petuga.v kebersihan maka alangkah baiknya kita selalu bekerja 
sama dengan yang lain apalagi sesama ternan, karena kadangkala kami 
menemui hambaJan dan tantangan diluar .~ehingga dengan bekerja sama 
dengan sesama ternan at au pimpinan kami maka sepertinya pekerjaan itu 
mudah bagi kamL" (wawancara Staf Umum dan Kepegawaian Dinas 
Kehutanan RAHMATIA, Desember 2017). 

"saya senang dengan pekerjaan ini, saya pun bangga dengan ternan saya 
yang lain karena selalu kompak dan bekerja sama dalam setiap 
beraktifitas di kantor." (wawancara Staf Umum dan Kepegawaian 
Dinas Kehutanan MUHAMMAD NAIM, SE, Desember 2017). 

g. Kepemimpinan : 

I. Menurut bapakllbu bagaimana kemampuan yang dimiliki pegawai 
kehutanan dalam meyakinkan orang lain (pegawai lain) sehingga dapat 
dikerahkan secara maksimum untuk melaksanakan tugas pokoknya? 

"aturan menurut UU ASN No. 5 tahun 2014 Pengukuran kinerja PNS 
meliputi kegiatan tugas jabatan dan tugas lambahan dan kreativilas, 
dimana keluarannya me/iputi Orientasi Pelayanan, /ntegritas, Komitmen, 
Disip/in, Kerjasama, dan Kepemimpinan. UU ASN he/urn sepenuhnya 
dipakai di Dinas Kehutanan Provin.'•;i Sulawesi Baral, tapi masih mengacu 
PP 53 Tahun 2010 tentang kepegawaian Mekanisme dalam penilaian 
S'KP Yang menilai kinerja pegawai yaitu atasan langsung. Staf dinilai 
langsung oleh masing-masmg kepala seksi dan diketahui oleh kepala 
bidang, kepala se/w dinilai langsung o/eh kepala bidang dan diketahui 
kepala Dinas, Kepala Bidang dini/ai /angsung oleh kepala dinas dan di 
ketahui oleh sekertaris daerah. " (wawancara Kasubbag Umum dan 
Kepegawaian Dinas Kebutanan MUH. ARSYAD, S.Sos, Desember 
2017). 

2. Mcnurut Bapak/1bu bagaimana penilaian unsur kepemimpinan yang 
dilakukan oleh atasan saudara? 

''proses dalam penilaian SKP yang menilai kmerja pegawai yaitu atasan 
/angsung .• )'taf dinilai /angsung o/eh masing-masing kepala seksi dan 
d1ketahui o/eh kepala hidang, kepala seksi dinilai langsung o/eh kepala 
bidang dan diketahui kepa/a Dinas, Kepala Bidang dinilm /angsung o/eh 
kepa/a dinas dan diketahui oleh sekertaris daerah. Staf PNS dinilai o/eh 
Kasubag Umum dan kepegawaian dan dilaporkan /angsung oleh 
sekertaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan Bidang 
teknis berwenang menilai kinerja staf dan seksi, dimana masing-mas;ng 
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seksi mengambil tugasnya. " (wawancara Sekretaris Dinas Kehutanan 
SUHARNANI KAHIR, S.Hut., MP, Desember 2017). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Kehutanan 
Provinsi Sulawesi Barat 

"kemampuan dan keterampilan pegawai kamt dikantor dalam 
me/aksanakan tugas dan tanggung JOWabnya itu sudah sesuai walaupun 
masih terdapat kekurangan yakni masih sering menunda-nunda pekerjaan, 
mungkin ini hari bisa selesai tetapi mereka menunda-nunda akhirnya baru 
selesai 2 atau 3 hari. 0/eh karena kami tidak bosan-bosannya 
menghimbau para pegawai baik itu di lJinas maupun di UPTD KPH untuk 
lebih mampu dan terampi/ dalam me/aksanakan tugas tuposi yang menjadi 
tanggung jawabnya. " (wawancara Sekretaris Dinas Kehutanan 
SUHARNANI KAHIR, S.Hut., MP, Desember 2017). 

''pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat rata-rata memiliki 
pengalaman kerja dimasing-masing tupok<.;i terb;/ang sudah sangat 
berpengalaman. Adapun kalau ada pergeseran atau mutasi pegawai tidak 
terlalu mempengaruhi karena hampir sebagaian besar ber/atar 
pendidikan sesuai yaitu kehutanan. Ada beberapa memang pegawai yang 
tidak sesuai dengan ski/ atau pendidikannya tetapi mereka memiliki 
penga/aman yang sudah lama sehingga perkerjaan tersebut dapal bias 
diselesaikan"(wawancara Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas 
Kehutanan MUH. ARSYAD, S.Sos, Desember 2017). 

"sarona dan prasaran kantor salah satu penunjang kinerja pegawai, 
belum mak\·imalnya sarona prasarana dikantor Dinas Kehutanan Provinsi 
Sulawesi Barat masih khusu..vnya yang ada dt UPTD KPH yang 
merupakan pegawai pera/ihan dari Kabupaten ke Provinsi. Belum 
rampunya P 3D (Personil, Pemhiayaan Sarona dan Prasarana dan 
JJokumen) dari Kabupaten ke Provinsi sehingga masih sangat minim 
dalam menunjang kinerja pegawai." (wawaocara Kasubbag Umum dan 
Kepegawaiao Dinas Kehutanan MUH. ARSYAD, S.Sos, Desember 
2017). 

''permasalahan pendtdikan dan pelatihan di kantor Dinas Kehutanan 
Provinsi Sulawesi Barat memang masih kurang tetapi kami sangat 
perhatikan dimana seliap tahunnya. Komi u..m/ siapa-siapa nama-nama 
yang berangkat baik iJu terkait pendidikan dik/at PIM maupun diklat­
dik/at teknis lainnya herdasarkan tupoksinya masing-masmg. Setelah batik 
saya evaluasi hasi/ dari diklat yang diikuti dan menyarankan untuk 
menerapkan dalam aktivitas kerjanya. Faktor-faktor mendasar inilah yang 
sangat mempengaruhi kinerja pegawai "(wawancara Kepala Dinas 
Kehutanan lr. H. FAKHRUDIN HD, Desember 2017) 
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Wawancara dengan Kepala UPTD KPH Karama 

Wawancara dengan Pegawai Dinas Kehutanan dan Pegawai UPTD KPH 

43569.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka


	cvr
	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	123_Page_42
	456



